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Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai dengan 
peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu 
kebutuahan akan papan beserta fasilitasi penunjang. Kabupaten sinjai  Rumah adalah suatu 
bangun dimana manusia tinggal berlangsugnya proses sosialisasi pada saat seorang 
diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui seberapa besar minat masyarakat dalam menentukan 
tempat tinggal berbasis perumahan. Jenis  penelitian yang digunakan terdiri dari lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta kerangka 
fikir. Responden masyarakat sekitar menggunakan teknik purposive sampling yang ditemukan 
dengan random sampling.Sebelum adanya Perumahan Bumi Lappa Mas, lokasi ini diusahakan 
secara produktif oleh masyarakat setempat dengan bertambak.Dimana kondisi prasarana 
merupakan yang paling berpengaruh di perumahan bumi lappa mas, sehingga daya minat 
masyarakat terhadap perumahan bumi lappa mas besar. 
Kata Kunci : DayaMinat. Perumahan. Masyarakat. 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai 
dengan peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan 
dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. 
Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya 
kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas 
ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula 
pembangunan sarana dan prasarana di daerah perkotaan untuk menjaga 
kelangsungan hidup masyarakat di daerah perkotaan dalam rangka menuju kota 
berkelanjutan (sustainable cityes). 
Perumahan merupakan suatu masalah yang kompleks yang berhubungan 
dan terkait dengan sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan sebagainya. 
Kompleksitas yang terjadi dalam perumahan adalah wajar mengingat hakekat dan 
fungsi perumahan begitu luas dalam kehidupan manusia, walaupun tidak dengan 
sendirinya berarti selalu diperhatikan dan diperhitungkan (Budihardjo, 1998 : 
134). 
Pada hakekatnya perumahan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan 
sehari-hari bagi masyarakat yang bermukim dalam perumahan dan selayaknya 
dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana perumahan. Prasarana dan 
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sarana perumahan tersebut dapat diusahakan pengadaannya oleh pihak yang 
terkait. 
Upaya yang dapat ditempuh guna mengefektifkan pelaksanaan 
pembangunan perumahan dan permukiman ialah memperhatikan dan 
melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan ketentuan dan standar 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pembangunan perumahan dan 
permukiman seperti keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54/PKT/1999 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat. 
Terjadinya kegiatan pembangunan perumahan permukiman yang tidak 
sesuai dengan peraturan baik berdasarkan UU No. 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman maupun peraturan pelaksanaannya disebabkan oleh 
ketidakpedulian para pelaksana pengadaan perumahan dan permukiman terhadap 
ketentuan dan standar yang berlaku, sehingga kegiatan para pengembang 
perumahan cenderung selalu merugikan para konsumen (pemakai). 
Hubungan antara perilaku manusia di dalam area perkotaan dengan ruang 
sosial di perkotaan telah banyak diteliti, sampai saat ini para ahli geografi telah 
mengidentifikasikan bahwa gaya hidup, status sosial, dan tingkat kehidupan 
sangat berpengaruh di dalam hubungan antar tingkah laku individu dengan 
lingkungan spasial. (Golledge & Stimson, 1990:267). 
Pengetahuan tentang lokasi perumahan diperoleh dari interaksi antar 
individu, setelah berproses, informasi yang diperoleh tersebut akan 
mempengaruhi pandangan tentang populasi dan pendapat/persepsi tempat 
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tinggalnya. Individu tersebut akan membentuk kelompok yang membentuk 
variasi kluster. Kluster dari individu-individu yang mempunyai persamaan di 
dalam ekonomi, sosial dan politik akan mempunyai referensi yang sama tentang 
lokasi tempat tinggal. Kerangka dari referensi ini merupakan hasil dari beberapa 
faktor termasuk usia, latar belakang sosial, kepercayaan (agama) dan latar 
belakang etnis. 
Seperti  halnya di jelaskan dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nahl 
(16.81.82) mengenai tempat tinggal manusia itu sendiri. Yang berbunyi : 
 
Terjemahnya: 
(81)Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah 
Dia ciptakan, Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan 
Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju 
besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah 
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-
Nya).(82) Maka jika mereka berpaling,maka ketahuilah kewajiban yang 




Dan di jelaskanpula dalamkitabsuci Al-Quran surah An-Nurayat(24 





Surah An-Nurayat; (24 :61) 
 
Terjemahnya ; 
 Tidakadahalanganbagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 
(pula) bagi orang sakit, dantidak (pula) bagidirimusendiri, makan (bersama-
samamereka) dirumahkamusendiriataudirumahbapak-bapakmu, dirumahibu-
ibumu, dirumahsaudara-saudaramu yang laki-laki, di rumahsaudaramu yang 
perempuan, dirumahsaudarabapakmu yang laki-laki, dirumahsaudarabapakmu 
yang perempuan, dirumahsaudaraibumu yang laki-laki, dirumahsaudaraibumu 
yang perempuan, dirumah yang kamumilikikuncinyaataudirumahkawan-
kawanmu. Tidakadahalanganbagikamumakanbersama-
samamerekaatausendirian. Makaapabilakamumemasuki (suaturumahdari) 
rumah-rumah (ini) hendaklahkamumemberisalamkepada (penghuninya yang 
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berartimemberisalam) kepadadirimusendiri, salam yang ditetapkandarisisi 
Allah, yang diberiberkatlagibaik. Demikianlah Allah menjelaskanayat-
ayatnya(Nya) bagimu, agar kamumemahaminya. 
Tafsirjalalaynsurah A-Nurayat 24 : 61, yakni 
   Ahli 
tafsirberbedapendapattentangalasanpemberiandispensasikepadaorang buta, 
orang pincangdan orang sakit yang disebutkandalamayatini. 
‘Atha’al-khursanidan ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
mengatakan”Ayatiniturunberkenaandengan jihad, 
merekamenyamakanayatinidenganayat yang terdapatdalam surah al-Fath yang 
berkenaandenganmasalah jihad. Yaitu, tidal 
adadosaatasmerekauntukmeninggalakan jihad 
karenakelemahandanketidakmampuanmereka. Dan seperti yang 
disebutkandalam (S. At-Taubah: 91-92). 
Ad-Dhahhakberkata ; “Sebelum dating islam, mereka (orang buta, orang 
pincangdan orang sakit) merasa minder makanbersama orang-orang normal 
karenamerasadirimerekakotordanrendah.” 







(Tidakadadosabagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dantidak 
pula bagi orang sakit) untukmakanbersamadengan orang-orang selainmereka ( 
dantidak pula) dosa (bagidiri kalian sendiriuntukmakanbersamamerekadirumah 
kalian sendiri)yaitudirumahanak-anak kalian (ataurumahbapak-bapak kalian, 
dirumahibu-ibu kalian, dirumahsaudaralaki-laki kalian, dirumahsaudara-
saudaran kalian yang perempuan, dirumahsaudarabapak kalian yang laki-laki, 
dirumahsaudara-saudaranibu kalian yang perempuan, dirumah yang kalian 
milikikuncinya) yang khusus kalian sediakanbuat orang lain ( 
ataudirumahkawan-kawan kalian) yang di kasuddengankawanadalah orang-
orang yang benar-benarsetiakepada kalian. Maknaayatiniialah, bahwa kalian 
diperbolehkanmakandarirumah-rumah orang-orang yang telahdisebutkantadi, 
sekalipun para pemiliknyatidakhadiratausedangtidakadadirumah, jika kalian 
memangtelahakandengankerelaanmerekaterhadapsikap kalian itu 
(Tidakadadosabagi kalian makanbersama-samamereka) 
yakniberbarengandenganmereka (atausendirian) tidakbersama-sama. 
LafalAsytaataniniadalahbentukjamakdari kata Syatta, arttiyasendiri-
sendiriatauberpisah-pisah. Ayatiniditurunkanberkenaandenganseseorang yang 
merasaberdosajikaiamakansendirian. Jikaiatidakmenemukanseseorang yang 
maumakanbersamanya, makaiatidakmaumakanmakanannya (makaapabila 
kalian memasukirumah-rumah) milik kalian sendiri yang tidakadapenghuninya 
(hendaklah kalian memberikansalamkepadadiri kalian sendiri) katakanlah! “ 
Assalaamu ‘AlainaaWaAlaa ‘IbaadilaahishShaalihiin” yang artinya, 
“keselamatansemogadilimpahkankepadadiri kami danhamba-hamba Allah yang 
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saleh”. Karenasesungguhnya para malaikatlah yang akanmenjawabsalam kalian 
itu. Jikaternyata di dalamrumah-rumahituterdapatpenghuninya, 
makaberilahsalamkepadamereka (sebagaisalam) 
lafalTahiyyatanmenjadiMashdarartinyasebagaipenghormatan (yang 
ditetapkandisisi Allah, yang diberkatilagibaik) yaknidiberipahalabagi orang 
yang mengucapkannya. (Demikianlah Allah menjelaskanayat-ayat-Nya bagi 
kalian) Diamerincikantanda-tanda agama kalian (agar kalian memahaminya) 
supaya kalian mengertihaltersebut. 
 
DandalamSuruhYunusayat10 :87, mengenaitampattinggalmanusia, berbunyi ; 
 
Terjemahnya; 
Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu 
berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan 
jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu 
sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". 





yaitusesungguhnya Allah Ta’alamenyuruhmusadansaudaranyaHaru agar 
merekaberduamemerintahkankaumnya agar merekatinggal di beberaparumah, 
di negeriMesir. 
Ahli tafsirberbedapendapatdalammaknafirman Allah Ta’ala: 
waj’aluubuyuutakumqiblatan (“jadikanlaholehmurumah-
rumahmuitutempatshalat,”) Ats-TsauridanlainnyaberkatadariKhashif, dari 
‘Ikrimah. Dari Ibnu Abbas 
berkatabahwamaksudnyamerekadiperintahuntukmenjadikannya masjid. 
Ats-TsauriberkatajugadariIbnuManshurdari Ibrahim mengatakan:  
merekawaktuituberadadalamketakutan, 
makamerekadiperintahkanshalatrumahmereka, begitujugaMujahid, Abu Malik, 
ar-Rabi’ bin Anas, adha-Dhahhak, ‘Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dan 
Abu Zaid bin Aslam berkata: “kelihatannyamemangdemikiaan.” Wallahua’lam. 
Ketikasiksaan-siksaandantekanan-
tekananFir’aundankaumnyasemakinkerasterhadapmereka, 
merekadisuruhmemperbanyakshalat, sebagai mana firman Allah yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalahpertolongan (kepadaAlla) 
dengansabardanshalat.” (QS. Al-baqarah; 153) 
Dan 
diriwanyatkandalamhadisbahwaRasulullahjikasedangmenghadapimasalah, 
beliaumelakukanshalat. Hadis dikeluarkanoleh Abu Dawud. 
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Untukitu, Allah Ta’alaberfirmandalamayatini; 
waj’aluubuyuutakumqiblatawwaaqiimushshalaatawabasysyirilmu’miniin 
(“jadikanlaholehmurumah-rumahmuitutempatshalatdandirikanlaholehmushalat, 
sertagembirakanlah orang-orang yang beriman.”) 
Sa’idbin  Jubairberkata: waj’aluubuyuutakumqiblatan 
(“jadikanlaholehmurumah-rumahmuitutempatshalat.”) Maksudnya, 
salingberhadap-hadapan. 
KabupatenSinjai seperti kebanyakan kota lainnya di Indonesia, 
mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang 
dinamis ini mengantar pada kondisi tata ruang yang positif dan negatif, 




Perumahan Bumi Lappa Mas merupakan salah satu perumahan dari 
perumahan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jarak 
Kelurahan Lappa ± 1 km dari pusat kota. Perumahan Bumi Lappa Mas 
merupakan perumahanterbesar yang ada di 
dikabupatenSinjai,dimanaperumahaniniadalahPerumahanbersubsidi.Perumahan 
BumiLappa Mas ini dibangun oleh PT. Mandiri Putra yang merupakan 
Perumahan bersubsidi/Program Pemerintah dandi klasifikasi menjadiduatype 
rumah yang ada yakni type 36dan type 45. Luas perumahan Bumi Lappa Mas 
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adalah12Hdengan jumlah rumah keseluruhan848 unit, 
padapembangunanpertama di bangun 584 Unit danpada Pembangunan Kedua 
264,Untuk type 45 atau Non Subsidihanyaberjumlah 15 Unitdansaat in jumlah 
unit yang telahterjualsebanyak 400 
unit,dimanapadapembangunanperumahaninimemiliki sarana prasarana yakni 
Area RTH (Ruang Terbuka Hijau), Masjid, Perdagangan, Jalan, dan Saluran 
drainase.  
Melihatsemakinmeningkatnyajumlahpenduduk yang bermukim di 
Perumahanini, makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitian yang berjudul 
“DayaMinatMasyarakatdalamPemenuhanTempatTinggalBerbasisPeruma
hanBersubsidi di KecamatanSinjai Utara KabupatenSinjai (StudiKasus 




Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan 
dirumuskan adalah sebagai berikut : 
Seberapabersarminatmasyarakatdalammenentukantempattinggalberbasi
sperumahan. 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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Untuk menegetahui daya minat masyarakat dalam pemenuhan tempat 
tinggal berbasis perumahan. 
Dan adapun kegunaan dari penelitian ini di harapkan akan menjadi 
masukan bagi pengembang atau developer dalam memilih lokasi perumahan 
yang tepat. 
D. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memperjelas arah dari rumusan masalah, maka perlu diberikan 
suatu batasan masalah pembahasan. Adapun ruang lingkup bahasan dalam 
penelitian ini yaitu di di fokuskan pada aspek yang berhubungan dengan lokasi 
(fisik dan non-fisik). Hal ini dilakukan untuk mencoba menganalisa kelayakan 
lokasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana daya dukung lokasi tersebut 
dengan adanya keberadaan perumahan Bumi Lappa Mas. adapun aspek-aspek 
yang dimaksud adalah : 




2. Aspek non-fisik meliputi : 
a. Nilai Lahan 
b. Aksessibilitas menuju perumahan tersebut 
c. Lokasi perumahan terhadap fasilitas 
E. Sistematika Pembahasan 
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BAB I  Pendahuluan 
Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II Kajian Pustaka 
Berisi pengertian-pengertian, konsep dasar dan teori yang 
berhubungan dengan lokasi, fungsi perumahan dalam kehidupan 
manusia, peranan perumahan, perumahan dan permukiman serta 
permasalahannya, merumuskan kebijaksanaan pertanahan 
pembangunan perumahan, merumuskan kebijaksanaan umum 
pembangunan perumahan, serta standar lingkungan perumahan. 
 
BAB III Metedologi Penelitian 
Terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, serta kerangka pikir. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan 
Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum Kecamatan Sinjai Utara, 
tinjauan khusus Kelurahan Lappa, tinjauan lokasi Perumahan Bumi 
Lappa Mas, tinjauan terhadap kebijaksanan tata ruang (RTRW) 
Kabupaten Sinjai tentang pemanfaatan lahan,analisis beberapa 
pertimbangan pengembang dalam membangun perumahan Bumi 
Lappa Mas di lokasi studi, dan analisis aspek fisik dasar. 
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BAB V Penutup 
Merupakan tahap kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta 









1. Pengertian Perumahan 
Sarlito W.S. (dalam Budihardjo, 1998:145) rumah adalah suatu bangunan 
dimana manusia tinggal dan melangsungkan hidupnya. Di samping itu rumah 
juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada saat 
seorang diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam 
suatu masyarakat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan 
permukiman, perumahan diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana. 
Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari 
kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi 
sosial diantara penghuninya,  serta dilengkapi prasarana sosial,  ekonomi, 
 budaya,  dan pelayanan  yang merupakan subsistem dari kota secara 
keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-
kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. 
Hayward (dalam Budihardjo 1994:55-56 ) mengemukakan berbagai 




a) Rumah sebagai penjawatahan jati diri : 
b) Rumah simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.  
c) Rumah sebagai wadah keakraban : 
d) Rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih/rasa aman. 
e) Rumah sebagai akar dan kesinambungan dalam artian rumah dilihat 
sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa 
kesinambungan dalam untaian proses masa depan. 
f) Rumah sebagai wadah kegiatan sehari-hari 
g) Rumah sebagai pusat jaringan sosial 
h) Rumah sebagai struktur fisik 
Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah 
rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-
unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok 
perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat 
juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada 
bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat 
juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun. 
2. Pengertian Permukiman 
Permukiman didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian 
yaitu : 
a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa 
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai 
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lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
b. Kawasan yang didominasi kawasan hunian dengan fungsi utama sebagai 
fungsi tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana 
lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan 
kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan 
penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna 
dan berhasil guna. 
c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap 
3. Pengertian Tata Ruang 
Secara Etimologi, tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah 
aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan 
wadah atau tempat atau lingkungan, definisi ruang tersebut sejalan dengan 
pendapat Mabogonjue dalam Jayadinata, (1999:12,13), membagi tiga 
macam ruang yaitu : 
a. Ruang mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada dalam 
ruang itu misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah bagi berbagai 
benua, laut, gunung, kota dan sebagainya. 
b. Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tetapi tidak ada jalan, 
sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi ada jalan dan alat 
perangkutan, maka disebut bahwa jarak AC relatif berdekatan dan 
ruangnya relatif lebih kecil. 
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c. Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi 
satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung 
unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika 
unsur-unsur itu berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan sebagai 
jika unsur-unsur itu berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan 
bahwa ruang itu berubah. Karena sebagai unsur terus mengadakan relasi 
dan interaksi, maka dikatakan bahwa ruang itu yang digunakan dalam 
perencanaan, sehingga dalam perencanaan dalam pembangunan adalah 
perencanaan restrukturisasi ruang. 
4. Teori Lokasi Kawasan Perumahan Menurut Beberapa Ahli  
1. Luhst (1997) menyebutkan bahwa kualitas kehidupan yang berupa 
kenyamanan, keamanan dari suatu rumah tinggal sangat ditentukan 
oleh lokasinya, dalam arti daya tarik dari suatu lokasi ditentukan oleh 
dua hal yaitu lingkungan dan aksesibilitas. Lingkungan oleh Luhst 
didefenisikan sebagai suatu wilayah yang secara geografis dibatasi 
dengan batas nyata, dan  biasanya dihuni oleh kelompok penduduk. 
Lingkungan mengandung unsur-unsur fisik dan sosial yang 
menimbulkan kegiatan dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Unsur-unsur tersebut berupa gedung-gedung sekolah, bangunan 
pertokoan, pasar, daerah terbuka untuk rekreasi, jalan mobil dan 
sebagainya.Aksesibilitas merupakan daya tarik suatu lokasi 
dikarenakan akan memperoleh kemudahan dalam pencapaiannya dari 
berbagai pusat kegiatan seperti pusat perdagangan, pusat pendidikan, 
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daerah industri, jasa pelayanan perbankan, tempat rekreasi, pelayanan 
pemerintahan, jasa profesional dan bahkan merupakan perpaduan 
antara semua kegiatan tersebut. Penilaian dari aksesibilitas bisa berupa 
jarak dari Central Business Distrik atau CBD, kemudahan mendapat 
pelayanan dari transportasi umum yang menuju lokasi bersangkutan 
atau bisa juga dilihat dari lebar jalan yaitu semakin sempit lebar jalan 
suatu lahan, maka berarti aksesibilitas dari tempat yang bersangkutan 
kurang baik. 
2. Pertimbangan lain yang sangat menentukan pemilihan lokasi 
perumahan adalah nilai tanah, seperti diungkapkan oleh Richard M 
Hurds dalam Haikal Ali (1996) dengan teori Bid-rent yang 
menyatakan bahwa nilai lahan sangat tergantung pada kemauan dan 
kemampuan untuk membayar karena faktor ekonomi dan keinginan 
tinggal di lokasi dan kedekatan. Teori ini muncul karena semakin 
mahalnya harga lahan di perkotaan, untuk mendapatkan harga lahan 
yang murah maka penduduk bergerak kearah pinggiran kota.  Dengan 
kata lain seamakin jauh lokasinya dari pusat kota, semakin menurun 
permintaan akan tanah. Dan apabila tanah banyak, maka sewa yang 
ditawarkan orang untuk membayar tanah per meter bujur sangkarnya 
menurun mengikuti jaraknya dari pusat kota. Dengan demikian tanah 
dipinggiran luar kota, persaingannya berkurang dan harga yang 
ditawarkan untuk tanah perumahan lebih tinggi harganya dibandingkan 
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tanah tersebut ditawarkan untuk pendirian toko, karena tanah 
dipinggiran kota lebih banyak diperuntukan bagi perumahan. 
3. Berry dan Harton dalam Nasucha (1995) menjelaskan hubungan antara 
harga tanah dengan pencapaian atau aksesibilitas yang diukur dengan 
jarak dari pusat kota. Pencapaian atau akses akan semakin menurun 
secara bertahap kesemua arah dari pusat kota, sehingga harga tanah 
akan semakin berkurang seiring dengan makin jauhnya lokasi tersebut 
terhadap pusat kota. Tanah yang berada di sepanjang jalan utama harga 
sewanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewa tanah 
yang tidak berada di jalan utama. 
4. Koestoer (1997) lebih menekankan pada faktor aksesibilitas sebagai 
pengaruh utama dalam memilih lokasi tempat tinggal yaitu kemudahan 
transportasi dan kedekatan jarak. Koestoer berpendapat bahwa terdapat 
hubungan yang sangat erat antara ketersediaan angkutan umum lokal 
dengan pertumbuhan lokasi tempat tinggal, adanya pelayanan 
angkutan umum menyebabkan kemudahan dalam mencapai lokasi 
tempat tinggal yang berada di daerah pinggiran kota, sehingga semakin 
baik pelayanan transportasi akan mempengaruhi pertumbuhan suatu 
lingkungan permukiman. 
5. Yeri (2004) mengatakan faktor lokasi menjadi pertimbangan penting 
dalam pemilihan perumahan. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh 
konsumen adalah aspek lingkungan, fisik rumah, fungsi rumah dan 
kedekatan dengan berbagai fasilitas perkotaan lainnya. Selain itu 
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kondisi lingkungan yang asri, udara segar, ketersediaan air bersih, 
kenyamanan dan kondisi lingkungan yang aman akan menajdi 
pertimbangan konsumen. 
B. Sosiologi Perkotaan  
a) Pengertian Sosiologi, Kota, dan Sosiologi Perkotaan 
Sosiologi diartikan oleh Pitirim A. Sorokin sebagai sebuah ilmu yang 
mempelajari hal-hal seperti hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka 
macam gejala sosial. Misalnya antar gejala ekonomi dengan agama, keluarga 
dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gerak masyarakat dengan politik. 
Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non 
sosial. Misalnya, gejala geografis dengan biologis. Ciri-ciri umum dari semua 
jenis gejala sosial .Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi berpendapat 
bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dari proses-
proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Roucek dan Warren 
memberikan pengertia sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan 
antara manusia dengan kelompok-kelompok.Sosiologi menurut J. A.A. Van 
Doorn dan C.J. Lammers adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur 
dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil  
b) Kemudian pengertian kota menurut para ahli adalah sebagai contoh; 
Max Weber berpendapat kota adalah suatu tempat apabila penghuninya 
dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-
barang itu harus dihasilkan dari penduduk dari pedalaman dan diperjualbelikan 
di pasar itu. Jadi ciri kota menurut Max Weber yang paling utama adalah 
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adanya pasar sebagai benteng, yang mempunyai sistem hukum dan lain-lain 
yang bersifat kosmopolitan. 
Cristaller dengan “Central Place Theory”nya menyatakan kota berfungsi 
menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah lingkungannya. Bisa 
disimpulkan dari teori ini kota sebagai pusat pelayanan. Sebagai pusat 
tergantung kepada seberapa jauh daerah sekitar kota memanfaatkan penyediaan 
jasa-jasa kota itu. Dari pandangan ini kota-kota tersusun dalam hirarki berbagai 
jenis. 
Menurut Prof. Bintarto kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan 
kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen 
dan coraknya yang materialistis atau dapat pula diartikan sebagai benteng 
budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-
gejala pemutusan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang 
bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah 
dibelakangnya. 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, sosiologi adalah 
sebuah ilmu yang mempelajari segala aktifitas-aktifitas dan proses-proses 
sosial yang ada di masyarakat. Mengkaji segala seluk beluk peran-peran sosial, 
pelapisan sosial, mobilitas sosial, perubahan-perubahan dan pola-pola yang ada 
di masyarakat. 
Sementara pengertian kota yang dapat kita simpulkan dari beberapa 
pendapat ahli diatas yaitu sebuah tempat di mana para penghuninya mampu 
memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya dalam lingkungan itu sendiri. 
21 
 
Memiliki strata sosial, pelapisan sosial, dan coraknya yang heterogenitas sangat 
kental, serta sifat materialistisnya yang besar.  
c) Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan 
Sosiologi perkotaan seperti yang telah dijelaskan di atas, merupakan 
sebuah kajian mengenai seluk beluk masyarakat yang ada di wilayah 
perkotaan atau metropolitan. Oleh karena itu, sosiologi perkotaan memliki 
beberapa ruang lingkup yang dapat kita pelajari yaitu tentang sejarah 
pertumbuhan kota, perbedaan masyarakat kota dan desa, institusi perkotaan, 
konflik sosial, pengangguran, pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat 
kota, masalah lapangan pekerjaan, keadaan lingkungan sosial perkotaan, 
kemiskinan, pola hubungan sosial masyarakat kota, diferensiasi sosial, 
pelapisan sosial, dan lainnya. 
d) Sejarah Pertumbuhan Kota  
Dalam pembahasan ini kami memberikan beberapa contoh perkembangan 
dan pertumbuhan perkotaan yang ada di Indonesia. Sebagian besar, kota-kota 
yang tumbuh dengan cepat adalah kota-kota yang terletak di dekat pelabuhan. 
Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan 
terutama potensi sumber daya alam dan letak yang strategis. 
e) Ciri - Ciri Masyarakat Desa antara lain : 
a) Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan 
yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat 
pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. 
b) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. 
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c) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. 
d) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, 
adat istiadat, dan sebagainya. 
e) Sistem gotong royong, pembagian kerja tidak berdasarkan keahlian. 
f) Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien karena belum mengenal 
mekanisasi dalam pertanian. 
g) Golongan orang tua dalam masyarakat pedesaan memegang peranan 
penting. 
f) Sedangkan, Ciri – Ciri Masyarakat Perkotaan sebagai berikut; 
a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan 
keagamaan di desa. 
b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 
bergantung pada orang lain. Manusia individual (perorangan). Di kota – 
kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan , sebab perbedaan 
kepentingan paham politik , perbedaan agama dan sebagainya . 
c. Jalan pikiran rasional, menyebabkan interaksi – interaksi yang terjadi lebih 
didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. 
d.  Pembagian kerja di antra warga-warga kota juga lebih tegas dan 
mempunyai batas-batas yang nyata. 
e. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 
banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa. 
f. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat 
mengejar kebutuhan individu. 
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C. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman  
Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut 
bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapat berlaku 
dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam 
kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang 
sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di 
bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, 
proyek, maupun kegiatan. 
Kebijakan nasional yang dirumuskan terdiri atas 3 (tiga) struktur pokok, 
yaitu berkaitan dengsan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan perumahan, dan 
pencapaian kualitas permukiman. Sedangkan strategi untuk melaksanakan 
kebijakan dirumuskan terutama untuk dapat mencapai secara signifikan 
substansi strategis dari masing-masing kebijakan. 
1. Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi nasional di dalam 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut: 
Kebijakan dan strategi (1) 
a. Kebijakan (1) : 
Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku 
utama.Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis 
pada pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama harus dapat 
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dilembagakan secara berlanjut sampai pada tingkat komunitas lokal, 
dan didukung secara efektif oleh sistem wilayah/regional dan sistem 
pusat/nasional. Untuk mengaktualisasikan pelaksanaan misi 
pemberdayaan, diperlukan keberadaan lembaga penyelenggara 
perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip 
tata pemerintahan yang baik. Upaya pelembagaan sistem 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan 
terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia 
usaha maupun masyarakat yang berkepentingan di bidang perumahan 
dan permukiman, baik yang berada di tingkat nasional, regional 
maupun lokal. 
b. Strategi (1) : 
Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan 
kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi 
pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan 
partisipatif, melalui strategi operasional sebagai berikut : 
1.Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan 
perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman, yang meliputi : 
a. Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta 
b. Pedoman, standar dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan 
permukiman, serta bangunan gedung dan lingkungan. 
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Berbagai produk pengaturan dalam penyelenggaraan perumahan 
dan permukiman harus mampu mendukung upaya peningkatan peran 
masyarakat dan dunia usaha, serta pemerintah daerah sesuai dengan 
tuntutan otonomi daerah. Produk pengaturan diharapkan dapat memandu 
pengendalian pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman yang sesuai 
dengan rencana dan rancangan kawasan perumahan dan permukiman, serta 
program-program pemanfaatan ruangnya. Pedoman teknis perencanaan 
dan perancangan kawasan perumahan dan permukiman harus mampu 
menampung panduan proses yang partisipatif dan transparan, serta mampu 
memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. 
Penyusunan dan pengembangan produk pengaturan untuk 
mendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman juga diarahkan 
untuk mampu mengoptimalkan fungsi, kewajiban dan peran dari lembaga-
lembaga perumahan dan permukiman di semua tingkatan, dengan prioritas 
di tingkat kota dan masyarakat. 
Untuk pelaksanaan di daerah, maka penjabaran kebijakan dan 
strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta produk-
produk pengaturan yang telah disesuaikan dengan kondisi di daerah perlu 
ditindak lanjuti dengan peraturan daerah. Peraturan daerah sangat 
diperlukan antara lain untuk mendorong pelembagaan sistem secara 
berlanjut di tingkat lokal, demi ketertiban hukum, dan untuk melindungi 
nilai-nilai positif lokal yang ada, serta sebagai pedoman di dalam 
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penyelenggaraan pembangunan, seperti untuk penyusunan program 
pembangunan, proses pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, dan 
pengaturan peran bagi para pelaku pembangunan. Peraturan daerah 
dikembangkan sebagai bagian dari pelaksanaan tata pemerintahan yang 
baik, melindungi kepentingan umum dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
2. Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal 
dan responsif di lingkungan kelembagaan meliputi : 
a. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), 
b. Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta), 
c. Masyarakat (orang dan kelompok atau perkumpulan). 
Kelembagaan perumahan dan permukiman yang dapat melibatkan 
secara sinergi seluruh pelaku pembangunan harus diselenggarakan dengan 
berprinsip pada tata pemerintahan yang baik dan pembangunan partisipatif 
yang berbasis pada upaya menumbuhkembangkan keswadayaan 
masyarakat di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 
Seluruh elemen pokok kelembagaan, seperti sumber daya manusia, 
organisasi, tata laksana, serta dukungan prasarana dan sarana kelembagaan 
harus diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal, melalui 
program-program peningkatan kapasitas SDM, pengembangan organisasi 
dan penyusunan tata laksana yang operasional efektif. 
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Kelembagaan yang diwujudkan, baik kelembagaan secara masing-
masing maupun secara bersama, harus dikembangkan secara bertahap oleh 
para pelaku pembangunan, yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten 
dan Kota), badan usaha BUMN, BUMD dan Swasta, serta masyarakat 
secara perorangan atau kelompok/perkumpulan yang berkepentingan di 
bidang perumahan dan permukiman. Kelembagaan yang 
ditumbuhkembangkan harus mampu mendorong upaya-upaya pemenuhan 
kebutuhan perumahan dan pencapaian kualitas permukiman secara 
koordinatif efektif sesuai dengan program pembangunan yang ditetapkan 
di tiap tingkatan pemerintahan. Dengan semakin mengakarnya lembaga 
perumahan di tingkat lokal yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat, 
diharapkan para penyelenggara akan lebih mampu menangkap aspirasi 
berbagai pihak terkait, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem 
sosial komunitas masyarakat yang senantiasa berkembang secara dinamis. 
Pemantapan kelembagaan dapat pula dilakukan dengan 
mengembangkan fungsi dan kapasitas lembaga yang telah ada, baik 
lembaga formal maupun informal, tanpa harus membangun lembaga baru. 
Pengembangan lembaga di tingkat masyarakat seperti koperasi atau usaha 
kecil dan menengah serta lembaga keswadayaan masyarakat lainnya dapat 
ditingkatkan dengan kegiatan internalisasi, sosialisasi, dan 
institusionalisasi, seperti melalui kegiatan apresiasi, diseminasi dan 
pelatihan program pengembangan kelembagaan. 
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Pemantapan kelembagaan badan usaha, khususnya pada Badan 
Usaha Milik Negara di bidang perumahan dan permukiman, diarahkan 
untuk melakukan reformasi kelembagaan guna terciptanya badan usaha 
yang mampu mengaktualisasikan tata pemerintahan yang baik, mampu 
mengembangkan manajemen strategis pengusahaan bidang perumahan dan 
permukiman, dan mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme 
para pelaku secara internal sekaligus eksternal.Upaya ini perlu pula 
dikembangkan di lingkungan badan usaha baik milik pemerintah daerah 
maupun masyarakat yang berkiprah di bidang perumahan dan 
permukiman. Termasuk dalam hal ini lembaga badan usaha milik negara 
yang selama ini mendapat tugas utama untuk mendukung pengembangan 
perumahan dan permukiman di Indonesia, seperti Bank Tabungan Negara 
(BTN) dan Perum Perumnas. Reformasi kelembagaan BTN diarahkan 
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasar perumahan, 
khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, melalui upaya: 
a. Memfokuskan kembali kegiatan BTN pada orientasi kegiatan semula, 
yaitu peningkatan pelayanan kredit pembiayaan pengadaan rumah 
sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan 
pembiayaan kredit konstruksi bagi pengembang untuk pengadaan 
rumah sederhana sehat; 
b. mengurangi peran BTN secara bertahap sebagai lembaga koordinasi 




c. Secara berangsur angsur mengurangi perlakuan khusus pemerintah 
terhadap BTN di dalam penyediaan dana KPR bersubsidi yang 
selanjutnya akan dikembangkan dengan skema lainnya, seperti 
penerbitan obligasi, dan kemudian dapat mengembangkan peran BTN 
sebagai lembaga perbankan komersial secara penuh di dalam 
pembiayaan kredit perumahan seperti halnya lembaga perbankan 
lainnya. 
Reformasi kelembagaan Perum Perumnas diarahkan untuk 
mengembalikan orientasi kegiatan Perum Perumnas di dalam mendukung 
program pemenuhan kebutuhan perumahan secara nasional, disamping 
harus tetap sehat dari sisi pengusahaan, antara lain : 
Melaksanakan kegiatan yang sifatnya perintisan seperti 
pembangunan rumah sewa (termasuk Rusunawa) di kota 
metropolitan/besar dan kawasan industri, dan penyediaan rumah sederhana 
sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota sedang/kecil 
serta kegiatan di bidang perumahan dan permukiman lainnya yang bersifat 
sosial maupun kegiatan lainnya yang belum menarik untuk dikembangkan 
oleh badan usaha milik swasta; mengembangkan anak perusahaan sebagai 
peningkatan usaha komersial yang mampu mengelola penyediaan lahan 
dan prasarana perumahan dan permukiman berskala besar sesuai dengan 
pengembangan kawasan perkotaan di kota metropolitan/besar; serta 
menjadi kepanjangan pemerintah sebagai agen pemberdayaan (enabling 
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agent) di dalam pengembangan perumahan dan permukiman secara 
nasional. 
Pengembangan kelembagaan juga diarahkan sehingga dapat 
menurunkan biaya produksi rumah, seperti melalui pencapaian 
perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi 
perumahan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang efektif dan 
efisien, pengembangan dan mendorong ketersediaan bahan-bahan dasar 
bangunan yang diproduksi daerah secara terjangkau, serta peningkatan 
kapasitas lokal di dalam menghasilkan bahan bangunan dan teknologi 
konstruksi yang sehat dan ramah lingkungan. 
1) Kebijakan dan strategi (2) 
a. Kebijakan (2) : 
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi 
seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar 
manusia. 
Dalam rangka pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia, salah satu syarat utamanya, yaitu kebutuhan dasar manusia, 
harus dipenuhi secara mutlak termasuk dalam hal perumahan yang 
layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin dan 
berpenghasilan rendah. Komitmen tentang kesejahteraan rakyat 
tersebut harus dapat dipenuhi dalam kurun waktu tertentu, sebagai 
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gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat di dalam membangun 




b. Strategi (2) : 
Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan 
menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan 
rendah, melalui strategi operasional sebagai berikut : 
1. Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar 
perumahan (pasar primer dan pasar sekunder), yang meliputi; 
a. Peningkatan kualitas pasar primer, seperti melalui 
penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan, 
sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, 
dokumentasi kredit, dan pengkajian ulang peraturan 
perundang-undangan terkait, seperti tentang hak tanggungan 
dan pertanahan. 
b. Pelembagaan pasar sekunder, seperti melalui upaya-upaya 
pelembagaan SMF (Secondary Mortgage Facilities), biro 
kedit, asuransi kredit, kustodian, lembaga pelayanan 
dokumentasi kredit; dan pemantapan lembaga sita jaminan. 
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Dampak belum efisiennya pasar primer yang menyebabkan 
harga rumah yang masih belum secara mudah dijangkau oleh 
masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, perlu ditekan dengan 
berbagai peningkatan efektifitas sistem pembiayaan perumahan dan 
penyempurnaan mekanisme pembiayaan perumahan. Diperlukan 
peningkatan mobilisasi pembiayaan pembangunan dan pengembangan 
kredit bagi masyarakat miskin, serta peningkatan kemudahan sistem 
kredit. Disamping itu, dikembangkan akses pada sistem pembiayaan 
dan mengurangi diskriminasi terhadap para peminjam, pemantapan 
hukum properti, hak-hak kepemilikan, mendorong dunia usaha untuk 
dapat memobilisasi sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan 
perumahan, termasuk perumahan sewa, mendorong pasar mortgage 
yang kompetitif serta memfasilitasi pengembangan pasar sekunder 
dan sekuritisasi. Pembangunan mekanisme pembiayaan perumahan 
yang efektif antara lain melalui pemanfaatan potensi pola pembiayaan 
modern dengan mendorong masyarakat membentuk kerjasama 
(koperasi) komunitas untuk perumahan, perluasan kerjasama 
tabungan dan kredit, perkumpulan kredit, bank koperasi dan bentuk-
bentuk lain lembaga pembiayaan non-bank, penciptaan mekanisme 
tabungan sektor informal, khususnya bagi perempuan, pengembangan 
kerjasama antara lembaga koperasi dan pemerintah serta lembaga 
pembiayaan yang lain untuk memobilisasi modal daerah, dan 
peningkatan fasilitasi usaha-usaha yang dilakukan perkumpulan 
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dagang, petani, perempuan, dan organisasi konsumen, organisasi para 
difabel, dan asosiasi lainnya yang berusaha menciptakan pola-pola 
kerjasamanya sendiri atau lembaga serta mekanisme pembiayaannya 
sendiri. 
2. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada 
keswadayaan masyarakat, yang meliputi: 
a. Pelembagaan pembangunan perumahan yang bertumpu pada 
kelompok masyarakat (P2BPK). 
b. Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan 
masyarakat. 
c. Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya. 
d. Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya. 
Upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dengan mekanisme pasar 
formal relatif masih mencapai 15%, sedangkan sisanya masih dipenuhi 
sendiri oleh masyarakat secara swadaya melalui mekanisme informal. 
Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan peran masyarakat dalam 
pemenuhan kebutuhan huniannya melalui pembangunan perumahan, baik 
yang berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas (pemugaran 
dan perbaikan) yang mengandalkan potensi keswadayaan masyarakat, 
menjadi sangat penting dan strategis untuk mewujudkan perumahan yang 
layak huni. Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat di dalam 
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pengembangan perumahan swadaya dilaksanakan dalam kerangka 
pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat.  
Dengan demikian penyediaan kebutuhan tenaga pendamping dan 
pemberdayaan para pelaku kunci dalam perumahan swadaya ini perlu 
lebih dikembangkan secara sistematik dengan berbasis kepada 
keswadayaan masyarakat serta didukung oleh seluruh pelaku 
pembangunan. Disamping itu karena peran perempuan, ibu rumah tangga, 
yang sangat strategis di dalam pengembangan keluarga dan lingkungan 
yang produktif, pengarusutamaan gender menjadi bagian penting yang 
tidak terpisahkan di dalam pengembangan perumahan swadaya. 
3. Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan, 
yang meliputi : 
a. Pengembangan pengaturan subsidi perumahan. 
b. Pengembangan subsidi pembiayaan perumahan. 
c. Pengembangan subsidi prasarana dan sarana dasar perumahan. 
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti 
pegawai/karyawan instansi pemerintah/swasta/perusahaan yang 
penghasilannya teratur namun belum mampu memenuhi kebutuhan 
rumahnya karena relatif rendahnya tingkat kemampuan daya belinya 
diperlukan skema bantuan perumahan. Demikian juga bagi kelompok 
masyarakat lainnya seperti petani, nelayan, dan masyarakat miskin yang 
bekerja di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap perlu 
juga difasilitasi dengan skema subsidi perumahan yang dapat secara 
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mudah diakses oleh mereka. Termasuk sebagai pertimbangan adalah 
perlunya pengarus-utamaan gender sebagai bagian penting untuk 
mendukung keberhasilan pengembangan sistem dan mekanisme subsidi 
perumahan. 
Bantuan perumahan dapat berbentuk subsidi pembiayaan; subsidi 
prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman; 
ataupun kombinasi dari kedua bentuk subsidi tersebut. Pada dasarnya 
subsidi pembiayaan perumahan dapat dikembangkan untuk pengadaan 
rumah baru, perbaikan dan pemugaran rumah, serta untuk hunian dengan 
sistem rumah sewa. Sedangkan subsidi prasarana dan sarana dasar 
perumahan dapat dikembangkan untuk mendukung kelengkapan standar 
pelayanan minimal lingkungan yang berkelanjutan, seperti ketersediaan air 
bersih, jalan lingkungan, saluran drainase, pengelolaan limbah, ruang 
terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas ekonomi lokal. 
Sistem dan mekanisme subsidi perumahan tersebut diatur dan 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga esensi dan ketepatan sasaran 
subsidi yang memenuhi rasa keadilan sosial dapat dicapai semaksimal 
mungkin. Dalam kaitan pengembangan dan pengaturan subsidi perumahan 
tersebut, maka seluruh pelaku perumahan, khususnya di tingkat lokal perlu 
mengembangkan sistem dan mekanisme subsidi yang lebih sesuai dengan 
potensi dan kemampuan daerah masing-masing. 
4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, yang meliputi : 
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a. Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan 
usaha dan hidup produktif. 
b. Penyediaan kemudahan akses kepada sumber daya. 
c. Penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin. 
d. Pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan 
pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung 
lainnya. 
Pada dasarnya secara umum kualitas perumahan dan 
permukiman juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keswadayaan dan 
kemampuan ekonomi masyarakatnya. Namun bagi masyarakat 
miskin, upaya pemenuhan kebutuhan hunian tetap merupakan suatu 
hal yang relatif kompleks, karena pada umumnya hunian bagi 
masyarakat miskin belum dapat sepenuhnya menjadi kebutuhan dasar 
dan mendesak dibandingkan kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, 
sandang, dan pendidikan.  
Kegiatan yang dikembangkan antara lain seperti penyediaan 
prasarana dan sarana usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin, 
termasuk penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan 
permukiman yang memadai, pengadaan kegiatan pelatihan yang 
berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan 
kewirausahaan serta keterampilan pendukung lainnya, disamping 
pemberian akses kepada berbagai sumber daya pembangunan, seperti 
37 
 
modal usaha, biaya pembangunan dan pelatihan. Dalam kerangka 
pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada pembangunan 
berkelanjutan, pengarusutamaan gender untuk pengembangan usaha 
ekonomi produktif tetap menjadi pertimbangan yang tetap signifikan. 
Diharapkan keberhasilannya di dalam mengembangkan kegiatan 
ekonomi produktif rumah tangga dan komunitas akan membantu 
mengentaskan kemiskinan, yang pada tahun 2001 populasi penduduk 
miskin telah mencapai 18,95% atau sekitar 37,3 juta jiwa, dan 
sekaligus dapat memberikan keleluasaan di dalam menjangkau 
berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk khususnya perumahan 
dan sekaligus meningkatkan kualitas permukimannya. 
5. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat 
dampak bencana alam dan kerusuhan sosial, yang meliputi : 
a. Penanganan tanggap darurat. 
b. Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana 
dasar perumahan dan permukiman. 
c. Pemukiman kembali pengungsi. 
Penanganan tanggap darurat merupakan bagian upaya pertama yang 
harus dilakukan dalam rangka penanganan pengungsi, sebagai kegiatan 
penyelamatan korban dampak bencana alam atau kerusuhan sosial, sebelum 
proses lebih lanjut seperti pemulangan, pemberdayaan, dan pengalihan 
(relokasi). Dalam rangka pemulangan kembali pengungsi ke tempat 
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lingkungan perumahan dan permukimannya semula, diperlukan upaya 
rekonsiliasi sosial untuk mendukung terciptanya suasana yang kondusif, 
sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, prasarana dan 
sarana dasar permukiman yang mengalami kerusakan dapat berjalan dengan 
baik, berhasil guna dan berdayaguna. 
Apabila upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan 
optimal maka upaya pemberdayaan pengungsi di tempat penampungan perlu 
dilakukan agar kemudian dapat mampu menjalankan kehidupannya di tempat 
yang baru secara mandiri dan produktif. Namun demikian apabila upaya 
pemulangan dan pemberdayaan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, dapat 
dilakukan pilihan terakhir yaitu kegiatan pengalihan (relokasi). Upaya 
pengalihan berupa kegiatan pemukiman kembali pengungsi ke tempat yang 
baru baik secara sisipan maupun secara terkonsentrasi di daerah perkotaan 
maupun perdesaan. Apapun upaya yang dilakukan, konsep TRIDAYA, yang 
meliputi penyiapan aspek sosial kemasyarakatan, aspek pemberdayaan usaha 
ekonomi komunitas dan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar 
lingkungan hunian, tetap menjadi acuan pelaksanaan sebagai aktualisasi 
implementasi pembangunan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan azas 
kesetaraan dalam perlakuan antara pengungsi dengan masyarakat lokal untuk 
menghindari terjadinya potensi eskalasi permasalahan dan potensi konflik 
sosial baru yang tidak diharapkan. 
6. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara, yang meliputi : 
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a. Pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah 
negara. 
b. Pengelolaan asset bangunan gedung dan rumah negara. 
Sebagai bagian investasi pemerintah di bidang perumahan dan 
permukiman, bangunan gedung dan rumah negara perlu 
diselenggarakan secara efektif dan efisien serta dapat sebagai teladan 
di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, tidak saja 
dalam hal kontribusi kualitasnya terhadap penciptaan lingkungan 
yang lebih responsif, tetapi juga dalam hal kinerjanya 
mengembangkan manajemen pembangunan dan pengelolaan yang 
mendukung perkembangan industri konstruksi secara keseluruhan. 
Kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan 
rumah negara, seperti penyiapan peraturan, pedoman, standar, dan 
petunjuk teknis, bimbingan teknis teknologis dan teknis administratif 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 
kegiatan manajemen asset pada tahap pemanfaatan sampai dengan 
penghapusan bangunan gedung dan rumah negara, dilaksanakan 
dengan berbasis kepada pemanfaatan produksi dalam negeri dan 
potensi teknologi tepat guna setempat, serta yang sekaligus dapat 
mendorong perkembangan konsep manajemen pembangunan yang 
lebih efektif dan efisien. 
Kebijakan dan strategi (3) 
5. Kebijakan (3) : 
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Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan 
berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian, dan 
produktivitas masyarakat.  
Kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau secara ideal 
perlu didukung dengan kualitas lingkungan permukiman yang lebih luas 
sebagai satu kesatuan hunian yang tidak terpisahkan guna mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. 
Kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan diupayakan sedemikian 
rupa sehingga dapat membantu mengatasi urbanisasi, mendorong 
pertumbuhan wilayah, mendukung kesalingterkaitan kawasan perkotaan 
dan perdesaan secara baik, yang sekaligus dapat mewujudkan permukiman 
di perdesaan yang mendukung perwujudan kawasan perdesaan secara 
keseluruhan dan berkelanjutan. Pembangunan sosial, ekonomi dan 
lingkungan secara menyeluruh akan dapat berlangsung lebih efektif 
apabila terwadahi di dalam permukiman yang sehat secara fisik, 
emosional, dan spiritual; yang aman dari segi keselamatan dan 
kepentingan publik; yang harmonis sebagai satuan permukiman yang utuh 
dan kualitas hubungannya dengan fungsi-fungsi kawasan lainnya; serta 
yang berkelanjutan dari segi sosial,ekonomi,dan lingkungan secara 
keseluruhan. 
6. Strategi (3) : 
Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, 
harmonis dan berkelanjutan, melalui strategi operasional sebagai berikut : 
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1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas 
kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan daerah pesisir/nelayan, 
yang meliputi :  
a. Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh. 
b. Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman. 
c. Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana 
sewa (rusunawa) di perkotaan. 
Untuk mendukung keberlanjutan permukiman, kualitas lingkungan 
secara keseluruhan dari segi fungsional, lingkungan, dan visual wujud 
lingkungan harus dapat terjaga sesuai dengan karakteristik dan dinamika 
sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat serta dampak 
kesalingterkaitannya dengan kawasan disekitarnya pada skala yang lebih 
luas.  
Pada kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan dan 
permukiman kumuh di daerah pesisir/nelayan, upaya peningkatan kualitas 
permukiman juga sekaligus diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan 
perumahannya, dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem rumah 
sewa, yang karena keterbatasan lahan di perkotaan, untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berupa rumah susun 
sederhana (rusuna), atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa).  
2. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, 
yang meliputi : 
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a. Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap 
bangun (Lisiba). 
b. Pengembangan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. 
Pengembangan Kasiba dan Lisiba di daerah, termasuk Lisiba 
berdiri sendiri, adalah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten atau Kota, dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) yang telah ditetapkan 
melalui peraturan daerah. Kasiba dan Lisiba tersebut dimaksudkan untuk 
mengembangkan kawasan permukiman skala besar secara terencana 
sebagai bagian dari kawasan khususnya di perkotaan, mulai dari kegiatan 
seperti penyediaan tanah siap bangun dan kaveling tanah matang, serta 
penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, termasuk utilitas 
umum, secara terpadu dan efisien, dan pelembagaan manajemen kawasan 
yang efektif.  
Untuk mewujudkan strukturpemanfaatan ruang Kasiba dan Lisiba, 
disamping melalui pentahapan program yang dikembangkan oleh badan 
pengelola dan sejalan dengan program pembangunan daerah, tetap 
diperlukan dukungan Pemerintah di dalam menyediakan prasarana dan 
sarana dasar kawasan yang bersifat strategis sebagai kegiatan stimulan 
dan pendampingan, yang untuk selanjutnya diharapkan dapat lebih 
diwujudkan berdasarkan prinsip kemitraan yang positif dari dunia usaha, 
masyarakat, dan pemerintah. 
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Prinsip-prinsip pembangunan kawasan permukiman yang 
berkelanjutan, baik secara internal di dalam kawasan maupun secara 
eksternal kesalingterkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas, 
diterapkan secara efektif di dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba, 
termasuk Lisiba berdiri sendiri. Penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba 
dengan manajemen kawasan yang efektif diharapkan juga mampu 
berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan tumbuhnya lingkungan 
perumahan dan permukiman yang tidak teratur dan cenderung kumuh. 
Keragaman fungsi secara relatif terbatas dari Kasiba dan Lisiba, 
disamping dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, juga 
diharapkan dapat menampung secara seimbang kebutuhan perumahan dan 
permukiman bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan 
masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Sehingga dengan 
demikian mereka dapat terbantu untuk memperoleh kesempatan yang 
sama untuk menikmati hunian yang layak, prasarana dan sarana 
dasarpermukiman yang memadai dengan harga yang relatif lebih 
terjangkau, termasuk melalui pengembangan sistem subsidi silang bila 
diperlukan. 
Dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba serta kaitannya dengan 
pengelolaan tata guna tanah, juga perlu dipertimbangkan pengembangan 
Bank Tanah untuk lebih mengendalikan harga tanah. 
3. Penerapan tata lingkungan permukiman, yang meliputi : 
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a. Pelembagaan rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan permukiman di daerah (RP4D) 
b. Pelestarian bangunan yang dilindungi dan lingkungan 
permukiman tradisional. 
c. Revitalisasi lingkungan permukiman strategis. 
d. Pengembangan penataan lingkungan permukiman dan 
pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman. 
Upaya pengembangan permukiman juga ditujukan secara 
seimbang bagi permukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk 
mencegah terjadinya penurunan kualitas permukimannya, melindungi 
nilai-nilai spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta 
sepanjang umur kawasan, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan 
sehingga dapat melampaui ukuran indeks minimal keberlanjutan 
kawasan. 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Permukiman di Daerah (RP4D) merupakan pedoman perencanaan, 
pemrograman, pembangunan dan pengendalian pembangunan jangka 
menengah dan atau jangka panjang yang harus diupayakan dapat 
melembaga di setiap daerah, melalui peraturan daerah, yang untuk 
realisasinya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, serta 
dikelola dengan tata pemerintahan yang baik dan melibatkan secara 
sinergi kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. RP4D 
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merupakan arahan utama sehingga pada setiap kurun waktu tertentu para 
pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah dapat 
mengukur dan mengevaluasi kinerja keberhasilan penataan lingkungan 
perumahan dan permukiman di daerah yang bersangkutan. 
Pelestarian juga dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan 
jatidiri masyarakat yang dinamis namun masih berbasis pada nilai-nilai 
kontekstual setempat. Dalam hal tertentu, upaya revitalisasi kawasan 
perumahan dan permukiman yang dinilai strategis tetap dimaksudkan 
untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, namun dengan 
memanfaatkan potensi spesifik dari asset permukiman yang bisa 
dikembangkan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berinteraksi 
melakukankegiatan berusaha, bersosial budaya, dan bertempat tinggal, 
keberlanjutan suatu permukiman menjadi sangat dipengaruhi oleh tingkat 
pencapaian masyarakat secara keseluruhan dari segi sosial, ekonomi, dan 
tuntutan lingkungan yang dikehendaki, disamping akan juga dibatasi oleh 
daya tampung dan daya dukung lahan atau ruang yang tersedia. Karena 
itu, standar pelayanan minimal kawasan permukiman harus terus 
dimantapkan, sekaligus ditumbuhkembangkan aplikasi konsep penataan 
lingkungan permukiman yang responsif, yaitu yang layak huni, 
berjatidiri, dan produktif. Penataan lingkungan permukiman dapat 
dikembangkan mulai dari yang berskala tapak bangunan, suatu 
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lingkungan, sampai dengan skala kawasan, dengan memperhatikan 
berbagai aspek seperti keragaman fungsi lingkungan/kawasan, 
aksesibilitas, ekologi lingkungan, dan kesalingterkaitan dengan fungsi 
ruang dan kawasan lainnya, termasuk pertimbangan keberlangsungan 
keanekaragaman hayati yang ada. 
D. Pertimbangan Lokasi Perumahan/Permukiman 
Budihardjo (1992:109) menyatakan bahwa untuk menetapkan lokasi 
perumahan yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Ditinjau dari segi pelaksanaannya :  
a. Bukan daerah banjir, bukan daerah gempa dan bukan daerah angin ribut. 
b. Mudah dicapai tanpa hambatan yang berarti. 
c. Tanahnya baik sehingga konstruksi bangunannya dapat direncanakan 
dengan sistem yang murah. 
d. Mudah mendapatkan sumber air bersih, listrik, pembuangan air 
limbah/kotoran (drainase). 
2) Dilihat dari segi tata guna tanah : 
a) Tanah yang secara ekonomis telah sukar dikembangkan secara produktif, 
misalnya : 
a. Bukan daerah persawahan 
b. Bukan daerah kebun yang baik 
c. Bukan daerah usaha seperti ; pertokoan, hotel, dan pabrik/industri. 




e. Sejauh mungkin dipertahankan reservoir air tanah, penampungan air 
hujan dan penahan air laut. 
b) Dilihat dari segi kesehatan dan kemudahan : 
c) Lokasinya jauh dari lokasi pabrik-pabrik yang mendatangkan polusi 
misalnya : debu pabrik dan buangan sampah/limbah. 
d) Lokasinya sebaiknya tidak terganggu oleh kebisingan. 
e) Lokasinya sebaiknya dipilih yang udaranya masih sehat. 
f) Lokasinya sebaiknya dipilih yang mudah untuk mendapatkan air minum, 
listrik, sekolah, pasar, puskesmas dan lain-lain. 
E. Pertimbangan dan Perletakan Unit Hunian Dalam Kompleks 
Perumahan  
Pemenuhan kebutuhan perumahan dapat dilakukan oleh Pemerintah, 
instansi swasta, maupun perseorangan. Besarnya angka kebutuhan perumahan 
dalam masyarakat merupakan bahan usaha bagi instansi swasta untuk ikut 
dalam kegiatan pengembangan permukiman ini. Agar aktivitas pengembangan 
permukiman inin dapat berjalan dengan baik, selaras, dan sinergi dengan 
perkembngan ruang secara lebih luas, maka pelaksanaannya harus 
memperhatikan aturan-aturan pengembangan ruang didaerah itu. 
Unit-unit hunian dapat diletakkan secara berkelompok dalam daerah-
daerah yang direncanakan dengan arahan sebagai berikut ; 
1. Kelompok Rumah 
a. Pengembangan perumahan di daerah kemudahan tingkat I 
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Pemgangunan perumahan didaerah kemudahan tingkat I diperbolehkan 
kurang dari 50 unit. Pertambahan rumah diperbolehkan dalam batasan daya 
dukung prasarana dan fasilitas yang terdapat disekitarnya sesuai dengan 
standar myang berlaku didaerah tersebut. 
b. Pengembangan perumahan didaerah kemudahan tingkat II 
Lingkungan perumahan terkecil yang dibangun terdiri dari 50 unit rumah 
dengan ketentuan lingkungan tersebut mempunyai unsur kelengkapan 
minimal yang harus ada, seperti warung dan lapangan bermain. 
F. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Pembangunan Perumahan 
Pada dasarnya keputusan seseorang untuk memiliki rumah dipengaruhi 
oleh motif konsumsi dan motif investasi. Dengan mengasumsikan bahwa 
rumah sebagai kebutuhan pokok tidak memiliki barang pengganti, maka 
kemungkinan bagi seorang konsumen hanyalah menyesuaikan jenis rumah 
yang ingin dimiliki dengan tingkat pendapatannya. Jadi jika misalnya seorang 
konsumen tidak dapat membeli rumah tipe menengah, maka ia akan 
mengalihkan pembelian ke tipe yang lebih rendah yaitu tipe sederhana. Dalam 
hal ini perumahan yang dimaksudkan adalah semua jenis tempat tinggal yang 
dibeli oleh konsumen. 
Dengan asumsi tersebut, maka permintaan perumahan untuk kedua motif 
tersebut akan dipengaruhi oleh faktor harga rumah, daya beli masyarakat dan 
faktor lain yang ditentukan dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian diatas, 
maka dapat diperkirakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembangunan perumahan diantaranya: 
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1. Harga Rumah 
Untuk membangun sebuah rumah dibutuhkan waktu yang cukup 
lama, umumnya kurang dari setahun, maka untuk pembangunan perumahan 
secara masal tentunya diperlukan waktu lebih dari itu. Dengan jangka 
waktu pembangunan perumahan yang cukup lama, maka pada setiap waktu 
stok perumahan diasumsikan tetap, dimana terdapat stok perumahan yang 
telah tertentu (fixed) yang tidak dapat disesuaikan dengan cepat sebagai 
tanggapan terhadap perubahan perubahan harga. 
Komponen harga rumah pada keseimbangan merupakan titik 
pertemuan antara permintaan dan penawaran. Perubahannya dapat diukur 
dengan menggunakan indikator inflasi sektor perumahan. Jika harga rumah 
terus mengalami kenaikan, maka permintaan dari masyarakat akan 
menurun. Sebaliknya, kenaikan harga rumah merupakan suatu rangsangan 
bagi pihak pengembang untuk membangun perumahan. 
 
2.  Daya Beli masyarakat 
Nicolson (1999) mengemukakan bahwa jika pendapatan bertambah 
maka secara otomatis bagian dari pendapatan yang akan dibelanjakan akan 
bertambah, sehingga jumlah barang yang bisa dibeli juga meningkat 
(Iskandar, 2002). Sedangkan Soeharjoto (1998) menyatakan  bahwa 




Berdasarkan konsep engel, semakin tinggi tingkat pendapatan 
maka semakin rendah porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan, 
dan semakin tinggi pula porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 
kebutuhan non-makanan. Jika pendapatan per kapita masyarakat 
meningkat, maka porsi pendapatan yang digunakan untuk membeli rumah 
atau membayar cicilan KPR lebih besar. 
3. Tingkat Bunga 
Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit, maka semakin besar 
cicilan kredit yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tingkat suku bunga 
berbeda tergantung tingkat kepercayaaan kredit dari si peminjam, jangka 
waktu pinjaman dan bebagai aspek perjanjian lainnya antara peminjam 
dengan pemberi pinjaman (Dornbusch et. al., 2004). 
Kenaikan tingkat suku bunga kredit, baik konsumsi maupun 
investasi akan mengurangi permintaan agregat untuk setiap tingkat 
pendapatan, karena disamping menaikkan jumlah cicilan kredit yang harus 
dibayar, tingkat suku bunga yang lebih tinggi juga akan mengurangi 
keinginan untuk baik untuk konsumsi maupun berinvestasi. 
4.  Jumlah Penduduk 
Komponen faktor lain yang ditentukan dari waktu ke waktu untuk 
permintaan perumahan adalah Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang 
besar merupakan pasar yang potensial dalam memasarkan suatu produk. 
Kenaikan pada tingkat pertumbuhan populasi akan menyebabkan 
kebutuhan perumahan menjadi semakin besar.Biasanya pertambahan 
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penduduk juga diikuti dengan perkembangan dalam kesempatan kerja. 
Dengan demikian lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan 
meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan 
permintaan. 
G. Kebijaksanaan Pembangunan dan Prinsip Perumahan dan 
Permukiman 
Suatu pemukiman atau yang dikatakan sebagai “settlement” pada dasarnya 
merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk (permukiman) 
tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan 
dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai 
kegiatan kehidupannya. 
Secara umum permukiman kota dapat dibatasi sebagai suatu pemusatan 
penduduk yang tinggi dengan tingkat kepadatan yang tinggi dibandingkan 
dengan wilayah sekitarnya, yang dibatasi oleh kehetoregengan penduduk serta 
budaya urban yang telah mengurangi budaya desa, yang dicirikan dengan 
proporsi lapangan kerja yang didominasi disektor non pertanian dengan 
wilayah terbangun dan struktur fisik binaan sebagai dominasi wilayah pusat 
kegiatan yang strategis dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku. 
Secara harfiah permukiman mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi 
juga menyangkut hal-hal kehidupan non fisik. Dalam hal ini terdapat unsur-
unsur permukiman yaitu unsur wisma sebagai tempat rekreasi, santai dan 
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hiburan, unsur penyempurnaan sebagai tempat peribadatan, pendidikan, 
kesehatan, dan utilitas umum serta unsur marga sebagai jaringan jalan. 
Bertolak dari pengamatan faktual ini maka disimpulkan bahwa pengadaan 
prasarana tampaknya akan merupakan prasyarat didalam usaha pengembangan 
permukiman kota ataupun desa. Ada suatu pandangan bahwa perencanaan 
pengadaan jaringan prasarana lingkungan akan dapat menjadi arahan didalam 
penataan ruang dan pemanfaatan penggunaan lahan. 
Dalam hubungan ini maka untuk mencapai efisiensi dan keefektifan 
pemanfaatan sumber daya alam yang ada perlu di bedakan sasaran pengadaan 
prasarana jalan dan utilitas umum untuk permukiman perkotaan dan pedesaan 
karena sifat kegiatan usaha, bobot pelayanan serta sifat sosial masyarakat, 
maka ruang lingkup, sifat dan besaran pengadaan tersebut perlu disesuaikan 
dengan sifat permukiman yang dikembangkan. 
Dalam hubungan pengaruh prasarana kepada perkembangan suatu wilayah 
dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
1) Prasarana yang bersifat “menggerakkan” (to generated) perkembangan suatu 
wilayah seperti prasarana jalan yang sifatnya akan menyebabkan 
perkembangannya suatu wilayah serta naiknya harta dan nilai lahan 
diwilayah tersebut. 
2) Prasarana yang “digerakkan” (generated) oleh perkembangan suatu wilayah 




Dengan pandangan ini maka dapat dilihat bahwa apabila usaha 
pengembangan prasarana tersebut direncanakan secara terpadu antara unsur 
prasarana yang bersifat ‘ generating’ dan ‘generated’ tersebut maka prasarana 
dapat menjadi pengarah didalam penataan ruang pemukiman. 
Kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilihat dari 
dalam konteks pembangunan dan penataan perkotaan dan perdesaan, telah 
diarahkan didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sejak tahun 1993 dimana 
didalam GBHN ini diarahkan pada kebijaksanaan pembangunan perumahan 
dan permukiman yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat 
tinggal, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya dalam lingkungan yang 
sehat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 
H. Pola Penyebaran Perumahan Dan Permukiman 
1. Pola Menyebar 
Pola menyebar perumahan dan permukiman terbentuk akibat dari jalur 
tertentu misalnya jalur jalan dan geografis bumi/alam (sungai) sehingga 




2. Pola terpusat  
Pola terpusat terjadi diakibatkan karena pemusatan aktivitas seperti pada 
pertambangan pada kota tersebut dan daerah resor. Konsentrasi tersebut 
biasanya dekat dengan daerah pertambangan dan berdirinya industri 
pertambangan. 
3. Pola hierarki 
Pola hierarki adalah pola yang biasanya terbentuk pada daerah pertanian, 
yaitu suatu pusat kota yang membantu hasil penjualan pertanian yang 
dihasilkan daerah sekelilingnya dan merupakan pusat jasa. 
I. Perumahan dan Permukiman Serta Permasalahannya 
Beberapa aspek penunjang dalam pembangunan perumahan dan 
permukiman, antara lain : 
1. Tata Ruang 
Perkembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan 
wilayah pengembangan, melalui penyusunan rencana umum tata ruang, 
disertai peraturan pendukungnya. Pembangunan kawasan permukiman 
berskala besar dan kota baru serta permukiman perdesaan disesuaikan serta 
memperhatikan dampak lingkungan. 
2. Pertanahan 
Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman bagi rakyat banyak 
dikelola secara efektif melalui pemanfaatan tanah yang dikuasai negara, 
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konsolidasi tanah dan pembebasan (skala besar) secara terkendali dengan 
menetapkan azas keadilan dan pemerataan. 
3. Prasarana dan Fasilitas Lingkungan 
Penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan melalui perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan yang terpadu. Pembangunan prasarana dan 
fasilitas lingkungan pada prinsipnya merupakan wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah, dibantu pemerintah pusat dan tingkat I, sektor 
usaha swasta dan masyarakat. 
4. Pembiayaan 
Diperlukan penciptaan sistem pembiayaan terintegrasi melalui pengerahan 
dana yang menjamin ketersediaannya secara kontinyu dari berbagai sumber 
dalam negeri maupun luar negeri. Perlu diupayakan kemudahan penyediaan 
dana melalui berbagai jenis kredit untuk pembangunan, pemugaran dan 
pemilikan rumah dengan subsidi pemerintah yang secara bertahap makin 
dikurangi. 
5. Teknologi Industri Bahan Bangunan dan Jasa Konstruksi 
Pengembangan teknologi tepat guna dalam pembangunan perumahan dan 







Perlu diwujudkan lembaga pemerintah, swasta, koperasi maupun 
masyarakat dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman. 
7. Pengembangan Sumber Daya Masyarakat 
Partisipasi masyarakat diibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan perumahan 
dan permukiman, sehingga perlu diciptakan suasana yang mendorong 
gerakan masyarakat melalui suatu wahana tertentu. 
Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya,  bahwa 
perumahan menyangkut kebutuhan dasar  sebagai tempat tinggal dan 
bermukim serta  merupakan tempat pembinaan dan membentuk watak manusia 
menjadi manusia yang berkepribadian dan berkebudayaan, 
Kondisi perumahan baik di kota maupun di desa masih banyak belum 
memenuhi persyaratan teknis maupun kesehatan. Hal ini disebakan oleh tingkat 
pendapatan, pengetahuan dan pendidikan dari sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang relatif masih rendah. Akibatnya daya tangkap dan 
pengertiannya terhadap fungsi rumah dan lingkungannya masih kurang. 
Oleh karena itu, hal inilah kadang-kadang menimbulkan hambatan dan 
permasalahan. Di bawah ini dapatlah dipaparkan beberapa permasalahan yang 
sering dijumpai dalam bidang perumahan  antara lain  : 
a) Pertambahan Penduduk 




d) Landasan hukum 
e) Kemampuan pembangunan perumahan 
f) Kelembagaan 
g) Kemampuan perusahaan pembangunan perumahan 
h) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan tata lingkungan 
J. Standar Lingkungan Perumahan  
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/PKT/1999 tentang 
Teknis Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana bahwa perumahan yang 
baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Lokasi perumahan sangat sederhana harus berada pada daerah yang 
peruntukannya dapat dikembangkan sebagai lingkungan perumahan 
sederhana sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku atau daerah yang 
ditunjuk dengan syah oleh pemerintah daerah setempat bila belum ada 
rencana tata ruang yang diberlakukan. 
2. Luas tanah yang tersedia harus cukup bagi pembangunan perumahan sangat 
sederhana sekurang-kurangnya 50 unit rumah dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial dalam hal bergabung dengan 
suatu lingkungan perumahan yang sudah ada dapat dibangun kurang dari 50 
unit rumah. 
3. Lokasi perumahan sangat sederhana harus : 
a. Bebas dari pencemaran air, udara, dan gangguan lainnya baik yang 




b. Dapat menjamin terciptanya tingkat kualitas lingkungan hidup yang 
sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. 
c. Mempunyai kualitas yang bebas dari banjir dan memiliki kemiringan      
tanah 0 – 15 %. 
d. Menjamin adanya kepastian hukum atas status penguasaan tanah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Persyaratan tanah (persyaratan teknis dari tanah untuk kapling perumahan 
sangat sederhana) adalah : 
a. Luas    kapling   tidak   boleh    kurang dari 54 m² dan  tidak  lebih  
dari 200 m². 
b. Penggunaan kapling sebagaimana disebut diatas diperhitungkan 
dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang berlaku pada daerah 
setempat. 
c. Tidak merusak lingkungan yang telah ada dan kalau dapat 
memperbaikinya. 
d. Sedapat mungkin diperhitungkan tanah yang berfungsi sebagai 
reservoir tanah, penampungan air dan instruksi air laut. 
Pemilihan lokasi dilakukan dengan berdasarkan kepada kriteria penilaian 
dan persyaratan terhadap fisik lokasi, antara lain : 
1. Topografi : kelerengan lahan untuk bukan pertanian sebaiknya diatas 
kelerengan 5 % dan tidak melebihi 8 %. Wilayah dengan kelerengan 
dibawah 5 % umumnya memiliki sistem pengairan yang baik sehingga 
lebih tepat untuk penggunaan pertanian. Wilayah dengan kelerengan lebih 
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dari 10 % sebaiknya untuk wilayah konservasi karena merupakan wilayah 
cadangan air tanah. 
2. Geologi : jenis dan sifat batuan, mineral, daya dukung tanah, sifat tanah 
akan sangat menentukan sifat produktifitas tanah. Tanah dengan struktur 
geologi alluvial sangat baik untuk pertanian sawah karena tanahnya subur. 
Jadi sebaiknya tidak dipergunakan untuk penggunaan bukan pertanian. 
3. Hidrologi : wilayah resapan air tanah dan resapan, wilayah pengairan 
alami dan teknis yang telah berfungsi secara baik dalam meningkatakan 
produktifitas tanah tidak untuk pembangunan kegiatan non pertanian. 
K. Pandangan Islam Tentang Perumahan 
Rumah dalam bahasa arab selain disebut dengan "Bait", di sebut pula 
dengan kata "sakan" yang artinya ketenangan, karena ia merupakan tempat 
dimana istri dan anak-anaknya berada. Banyak hadits yang membicarakan ini. 
Dikatakan oleh Rosululloh SAW, "Yang dapat memberikan faedah bagi 
seorang mukmin setelah ketaqwaan kepada Alloh SWT adalah istri yang 
sholihah." Demikian juga harta yang dinafkahkan keperluan rumah tangga, 
juga termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Di antara kaidah-kaidah Islam adalah 
anjuran untuk mencintai rumah dengan cinta yang setulus-tulusnya. Akan tetapi 
jika menggunakan prinsip ini untuk melihat kehidupan kita, engkau mendapati 
bhawa kita sebenarnya telah "meninggalkan rumah" kita, beralih ke berbagai 
panggung hiburan, bioskop, diskotik, dan caf-caf, sembari menganggap bahwa 
rumah kita tidak lebih kecuali "penjara". Sampai di desa-desa pun perilaku ini 
yang berkembang. Di setiap tempat terdapat caf-caf dan diskotik yang penuh 
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sesak oleh pengunjung. Sesungguhnya di tempat-tempat yang saat ini digemari 
banyak orang seperti panggung hiburan, bioskop, diskotik, dan caf-caf tidak 
akan menjadi pelipur lara bagi kekeringan jiwa kita, tetapi yang ada hanyalah 
pelarian, fikiran negative, bahkan terkadang bisa terjadi pertumpahan darah. 
Rosululloh SAW selalu pulang kerumahnya dengan membawa sendiri sang 
cucu yang beliau sayangi yaitu Hasan dan Husain. Suatu ketika Al Aqra' bin 
Habis berkunjung ke rumah Umar radhiyallahu anhu dan mendapatinya tengah 
bercengkerama dengan putra-putranya. 
Dan pandangan islam mengenai perumahan dijelaskan pula dalam Surah 
Al - Hujurat Ayat 49 : 13, yakni berbunyi ; 
 
Terjemahnya ; 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
 
1. Fungsi-fungsi rumah menurut pandangan islam ; 
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Seperti kita ketahui, bahwa rumah tempat kita tinggal bersama 
keluarga adalah tempat kita bernaung dan bercengkrama bersama anggota 
keluarga kita. Namun tahukah anda bahwa dalam islam, fungsi rumah 
lebih dari hanya sekedar tempat tinggal. Dalam kutipan Ustads K.H 
Muhammad Arifin Ilham dalam tausiahnya mengenai fungsi rumah bagi 
orang islam.”Uang memang dapat membeli rumah yang mewah sekalipun 
tetapi uang tidak dapat dapat beli ketenangan dan kebahagiaan, kecuali 
rumah itu dihuni oleh hamba-hamba Allah yang beriman, maka 
tenang,damai,bahagia pun diraih, syurga sebelum syurga.Beliau pun 
menyebutkan Fungsi Rumah Dalam Pandangan Islam, yakni ; 
a. Al musholla – Sebagai rumah ibadah untuk meraih ridho ALLAH 
(Sholat sunnah). 
b. Al Madrasah – Sebagai Madrasah, ayah dan ibu adalah gurunya, 
sedangkan anak-anak menjadi muridnya. 
c. Al Junnah – Sebagai benteng penjagaan iman keluarga dan benteng 
dari penyakit sosial. 
d. Al Maskanah – Sebagai pelipur lara dan pelepas rindu / duka untuk 
ketenangan. 
e. “Al Maulud” tempat memperbanyak keturunan umat nabi 
Muhammad, 
f. “Al Markaz”, mempersiapkn generasi dakwah yg tangguh, 
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g. Al Mahyaus – Sebagai tempat untuk menghidupkan sunnah-sunnah 
Rasulullah SAW, seperti cara makan-minum, masuk wc, adab 
hubungan suami istri dan Sebagainya. 
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-hujurat Ayat 49 : 13 ; 
“Allah sedaang memberitahukan kepada manusian Sesungguhnya Dia 
telah menciptakan manusia dari tubuh satu orang saja, dan menjadikan dari 
tubuh tersebut pasanganya, mereka dalah Adam dan Hawa dan Allah 
menjadikan manusia itu menjadi beberapa bangsa dan suku, yaitu suku-suku 
pada umumnya, setelah bersuku-suku dilanjutkan yang lainnya, seperti 
beberapa bagian, beberapa kalilah, beberapa tempat tinggal, dan lain 
sebagainya.” 
Allah menciptakan manusia dari seorang laiki-laki (Adam) dan seorang 
perempuan (Hawa), dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan 
berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemohkan, tetapi untuk 
saling mengenak dan menolong, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaan 
karena yang mulia diantara manusia disisi Allah hanyalah orang yang bertaqwa 
kepada-Nya’ 
Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya 
dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang 
yang mulia itu  adalah orang yang paling bertakwaa kepada Allah. Mengapa 
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manusia saling menolok-olok sesame saudara hanya karena Allah menjadikan 
mereka bersuku-suku dan berkabila-kabila yang berbeda-beda, sedangkan 
Allah menjadikan seperti itu agar manusia saling mengenal dan saling tolong 
menolong dan kemaslahatan-maslahatan mereka yang bermacam-macam. 
Namun tidak ada kelebihan bagi seseorang pun atas yang lain, kecuali dengan 
takwa keshalihan, disamping kesempurnaan jiwa bukan dengan hal yang 
bersifat keduniaan yang tidak pernah abadi. Diriwanyatkan pula dari Abu 
Malik Al-Asy’ari, ia berkata bahwa Rasulullsh bersabda, “sesungguhnya Allah 
tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian dan tidak pula kepada nasab-
nasabmu dan tidaak pula pada tubuhmu, dan tidak pula pada hartamu, akan 
tetapi memandang pada hatimu. Maka barang siapa mempunya hati yang 
shaleh, maka Allah belas kasihan kepadanya. Kalian tidak lain adalah anak 
cucu Adam. Dan yang paling dicintai Allah hanyalah yang 
Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya Al qur’an) 
Diriwayatkan oleh Abu Mulaikah, pada saat terjadinya fathul Makkah (8 
H), Rasul mengutus Bilal Bin Rabbah untuk mengumandangkan adzan, ia 
memanjat ka’bah berkata “segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan 
ayahku, sehingga tidak menyaksikan perirtiwa hari ini”. 
Harist bin Hisyam berkata: “Muhammad menekukan orang lain ke-cuali 
burung gagak yang hitam ini”, kata-kata ini dimaksudkan untuk men-cemoh 
Bilal, karena warna kulit Bilal yang hitam. Maka datanglah malaikat Jibril 
memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan mereka. 
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Sehingga turunlah ayat ini, yang melarang manusia menyombongkan diri 
kepada kedudukannya, keterunan dan kekayaan, keturunan dan mencemoh 
orang miskin. 
Diterangkan pula bahwa kemuliaan itu dihubungkan dengan ketakwaan,  
karena yang membedakan manusia disisi Allah hanyalah dari ketakwaan 
seseorang. 
Adapun asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Abu Daud tetang peristiwa 
yang terjadi kepada sahabat Abu Hindin (yaitu sahabat yang biasa berkidmad 
kepada nabi). Rasulullah mengfurus Bani Bayadah untuk menikahkan Abu 
Hindi dengan gadis-gadis di kalangan mereka.  Mereka bertanya “apakah patut 
kami mengawinkan gadis kami dengan budak-budak?” sehingga turun ayat ini, 
agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang kedudukannya. 
L. Pemenuhan Sarana Pada Lingkungan Perumahan 
Kebutuhan akan sarana pendidikan diadasarkan pada kondisi real dimana 
hal tersebut belum memadai yang perhitungannya didasarkan pada ketentuan 
yang ditetapkan oleh Ditjen. Cipta Karya Dep. PU, Tahun 1979. 
1. Sarana Pendidikan 
Ketersediaan fasilitas pendidikan, merupakan salah satu indikator penting 
untuk mengetahui tingkat pendidikan di daerah/kawasan tertentu. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengupayakan program 
pendidikan bagi masyarakat baik secara formal maupun informal, yang 
mana pendidikan informal dapat ditempuh melalui kursus, pelatihan dan 
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pembinaan. Sedangkan untuk pendidikan formal pemerintah telah 
menyediakan jenjang pendidikan yang di mulai dari tingkat Taman 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Perguruan Tinggi. 
2. Sarana Peribadatan 
Dalam melaksanakan ritual keagamaan berupa ibadah menurut agama 
dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan terhadap 
Tuhan YME. Untuk dapat melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut, 
diperlukan ketersediaan fasilitas peribadatan berupa tempat ibadah bagi 
masing-masing pemeluk agama. 
3. Saran Kesehatan 
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, diperlukan 
peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang 
indikator pentingnya yaitu tersedianya sarana kesehatan yang berupa ; 
Poliklinik, Praktek Dokter, Apotek, dan. Ketersediaan sarana kesehatan 
yang ada saat ini yang berupa; Poliklinik tidak memadai dengan melihat 
jumlah penduduk yang ada saat ini, sedangkan Praktek Dokter, Apotek, 
dan yang ada saat ini masih memadai dengan melihat kondisi 
kependudukan serta standar perencanaan. 
4. Sarana Perdagangan dan Jasa 
Ketersediaan sarana perdagangan dan jasa merupakan aspek yang cukup 
esensial dalam perkembangan suatu kota atau wilayah, fasilitas 
perdagangan dan jasa juga merupakan suatu indikator dalam menentukan 
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perkembangan tingkat perekonomian suatu wilayah, dimana ketersediaan 
sarana perdagangan dan jasa sangat dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
M. Prinsip Desain Rumah dengan Konsep Islam 
Mendesain konsep rumah (kunjungi dapur pusat sosialisasi) yang islami 
adalah salah satu upaya menegakan syariat dari lingkungan terkecil yaitu 
rumah tangga.Ada beberapa hal yang penting dan prinsip yang harus 
diperhatikan ketika mendesain rumah agar rumah yang anda tempati menjadi 
sarana untuk meningkatkan ketaqwaan dan mendekatkan diri kepada Allah atau 
melaksanakan Islam secara kaffah. Berikut adalah 8 konsep mendesain rumah 
secara islam ; 
1.  Jauhkan Rumah dari Segala Sesuatu yang Mengandung Kesyirikan. 
Mendesain rumah dengan konsep islam harus mengedepankan konsep 
agama islam yang memurnikan tauhid kepada Allah. Hindarkan ornament, 
atau hiasan yang mengandung nilai kesyirikan, khurofat, dan takhayul seperti 
patung, benda-benda pusaka, gambar dan lukisan makhluk bernyawa. Rumah 
juga terbebas dari pola pendirian rumah berdasarkan Feng  Sui. Proses 
pendirian rumah benar -benar memanfaatkan luas lahan tidak terikat dengan 









2.Jangan Menempelkan Gambar atau Lukisan Makhluk yang Bernyawa 
Gambar dan lukisan makhluk bernyawa didalam agama islam dilarang. 
Semua ulama sepakat atas keharamanya berdasarkan hadis. Dalam berbagai 
hadits dilarang bagi kita untuk memajang gambar makhluk bernyawa. 
Gambar yang terlarang dibawa ini adalah gambar manusia atau 
hewan, bukan gambar batu, pohon dan gambar lainnya yang tidak memiliki 




 Karena kepala itu adalah intinya sehingga gambar itu bisa dikatakan 
memiliki ruh atau nyawa. Agar lebih jelas dapat perhatikan terlebih dahulu 
hadits yang menerangkan hal tersebut.Dalam hadits muttafaqun 
‘alaih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ; 
 ﱠنِإ  َﺔَِﻜَﺋﻼَﻤْﻟا  َﻻ  ُﻞُﺧَْﺪﺗ ًﺎﺘَْﯿﺑ  ِﮫﯿِﻓ  ٌةَرﻮُﺻ               
 
”Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di 
dalamnya (yaitu gambar makhluk hidup bernyawa)” (HR. Bukhari 3224 
dan Muslim no. 2106) 
Adanya pendapat yang membolehkan oleh sebagian orang tidak 
lantas membatalkan hadis diatas. Pendapat yang membolehkan jelas 
bertabrakan dengan hadis jadi tidak bisa diterima. 
Sebagai pengganti apabilaseorang pecinta seni lukis,  bisa 
memasang gambar gunung, pohon atau pemandangan alam lainya. Dan 
juga bisa memasang gambar abstrak. 
3.Jangan Mendesain Toilet Menghadap atau Membelakangi Kiblat 
 Islam adalah agama wahyu, sekecil apapun kalau itu datang dari wahyu 
dan dari hadis yang shohih harus dilaksanakan tanpa perlu bertanya 
mengapa?. Salah satu larangan membuat posisi toilet menghadap atau 
membelakangi kiblat berdasar hadis. 




 ِ ﱠﷲ ﱡِﻰَﺒﻧ َﻰَﮭﻧ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِِﺮﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ-ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ -  َْنأ  
  َُﮫِﻠﺒَْﻘﺘَْﺴﯾ ٍمﺎَِﻌﺑ ََﺾﺒُْﻘﯾ َْنأ َﻞَْﺒﻗ ُُﮫﺘَْﯾأََﺮﻓ ٍلَْﻮِﺒﺑ ََﺔﻠِْﺒﻘْﻟا َِﻞﺒَْﻘﺘَْﺴﻧ 
Dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallammelarang menghadap kiblat ketika kencing, namun aku melihat 
setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadapnya (HR. Abu Daud no. 
13, Tirmidzi no. 9 dan Ibnu Majah no. 325. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa haditsnya hasan). 
4. Desain Kamar Mandi Sekaligus Ruang Ganti Pakaian 
Islam sangat menjaga kehormatan. Islam mengajak pemeluknya 
menutup aurot. Oleh karena itu , sering kita dapati kamar mandi yang tidak 
dilengkapi peralatan ganti baju membuat pemakainya atau anggota keluarga 
yang mandi keluar dalam keadaan belum tertutup aurotnya secara sempurna, 
misalnya keluar kamar mandi masih mengenakan handuk. Kalau kebetulan 
yang melihat masih anggota keluarga tidak terlalu bermasalah, namun jika 
yang melihat tamu, tentu ini akan menimbulkan fitnah. 
5. Pisahkan Kamar Anak Laki-Laki dengan Kamar Anak Perempuan 
Memisahkan kamar anak laki-laki dengan anak perempuan merupkan 
bagian dari syariat Islam. Islam menutup celah kemungkinan terjadinya 
perzinahaan antara saudara kandung. Jika tidak diantisipasi sejak dini 
perbuatan tercela tersebut sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu Islam 
memerintahkan memisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan 
terutama ketika mereka sudah baligh. Perintah ini tertera dalam hadits Nabi, 
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بﺮﺿاو ،ﻦﯿﻨﺳ ﻊﺒﺳ ُءﺎﻨﺑأ ﻢھو ةﻼﺼﻟﺎﺑ ﻢﻛدﻻوأ اوُﺮُﻣﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻢ ھو 
ءﺎ    ﻨﺑﺄﻤھو ﻊﺟﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻨﯿﺑ اﻮﻗَﺮﻓو ؛ﻦﯿﻨﺳ ﺮﺸﻋ 
“Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka 
jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka 
tempat tidurnya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh An 
Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi 
Dawud. 
Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa orangtua diperintahkan untuk 
memisahkan tempat tidur anak-anaknya jika telah berusia 10 tahun. yaitu 
antara anak laki-laki dan anak perempuan. 
6. Buat konsep rumah rajin belajar bagi penghuninya. 
Islam memerintahkan pemeluknya untuk rajin belajar seperti ayat alqur’an 
yang turun pertama kali. Perintah yang pertama diturunkan di dalam al qur’an 
adalah “bacalah”. Mendesain ruang ibadah sekaligus ruang perpustakaan mini 
dengan koleksi buku-buku agama yang bermanfaat akan membuat 
penghuninya semakin rajin mendalami agamanya. Ruang sholat juga bisa 
dijadikan ruang mengaji al qur’an , hadis bagi anak-anak dan keluarga. 
7. Sediakan Tempat Wudhu dan Kran diluar Kamar Mandi 
Untuk mengambil air wudhu , tidak harus di dalam kamar mandi meskipun 
tidak dilarang wudhu di kamar mandi. Namun ada beberapa aturan ketika 
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wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, atau kamar mandi sebagai tempat 
buang hajat. Islam melarang berzikir di dalam kamar mandi atau toilet. Oleh 
karena itu usahakan ada kran untuk wudhu di luar kamar mandi seperti di atas 
kolam di taman belakang rumah atau di depan rumah. 
8. Halangi Pandangan Orang Luar Melihat Langsung ke dalam Rumah 
Islam memerintahkan pemeluknya menutup aurot oleh karena itu 
desainlah rumah yang melindungi penghuninya dari terlihat aurotnya dari luar 
rumah. Pintu dan Jendela sebaiknya tidak langsung menghadap ruangan di 
dalam rumah karena kadang- kadang orang di dalam rumah tidak menutup 










Demikianlah 8 kaidah umum konsep rumah yang sesuai dengan syariat 
Islam. (tertarik dengantren dapur dengan bahan metal?) Rumah 
menggambarkan siapa penghuninya. Kalau anda seorang yang bertaqwa 



























Daya Minat Masyarakat Dalam 
Pemenuhan Tempat Tinggal 
Berbasi Perumahan Bersubsidi 
Latar Belakang 
1. Perkembangan perkotaan berimplikasi 
pada peningkatan jumlah penduduk. 
2. Peningkatan jumlah penduduk 
meningkatakan jumlah kebutuhan akan 
tempat tinggal. 
3. Perumahan menjadi salah satu pilihan 
dalam pemenuhan tempat tinggal 
masyarakat. 
Rumusan Masalah 
1. Seberapa bersar minat masyarakat 
dalam menentukan tempat tinggal 















Jenis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan 
penelitian yaitu sifatnya kualitatif dan kuantitatif  atau penelitian  terapan 
yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar daya minat masyrakat dalam menentukan 
tempat tinggal berbasis perumahan bersubsidi, penelitian kualitatif merupakan 
penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil 
temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara. Penelitian kuantitatif 
merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-data tabulasi, data 
angka sebagai bahan pembanding maupun bahan rujukan dalam menganalisis 
secara deskriptif. 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dilakukan pada Perumahan Bumi Lappa mas, 




Waktupenelitianberlangsungdari 5 septembersampaidenganAgustus 





C. Jenis dan Sumber data 
a. Jenis Data 
Data-data yang diperlukan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi 
data kualitatif dan data kuantitatif. 
1) Data Kuantitatif yaitu data berupa angka atau numerik yang bisa diolah 
dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana yang 
meliputi data luas lokasi wilayah penelitian, luas penggunaan lahan 
dan jumlah penduduk lokasi penelitian.  
2) Data Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa 
kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam 
bentuk uraian kalimat atau pun penjelasan yang meliputi kondisi 
infrastruktur berupa sarana dan prasarana.  
b. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah: 
1) Data primer dengan observasi lapangan, data ini mengenai prasarana 
dan sarana yang meliputi jaringan jalan, air bersih, listrik, drainase, 
persampahan, dan telepon serta fasilitas pendidikan, peribadatan, 
perdagangan, pendidikan dan pasar. 
2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi, lembaga yang 
terkait dengan lingkup materi penelitian yang meliputi data kondisi fisik 





D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalammemperoleh data daninformasi yang 
terkaitdenganpenelitianmakateknikpengumpulan data yang di gunakanberupa 
: 
1) Observasi langsungyaitu pengambilan data melalui pengamatan pada 
wilayah penelitian. Data tersebut dapat berupa kondisi fisik kawasan  dan 
lingkungan sekitarnya.  
2) Pendataan instansi yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna 
mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian. 
3) Telaah pustaka yaitu pengambilan data atau informasi melalui buku-buku 
literatur, dokumen-dokumen, majalah dan jurnal yang ada kaitannya 
dengan penelitian. 
4) Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan 
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis yang ditujukan 
kepada responden. 
5) Wawancara yaitu, bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang 
bertujuan memperoleh informasi (Nusution 2009). Teknik wawancara 
merupakan teknik pengumpulan data yang membantu dan melengkapai 
pengumpulan data yang tidak dapat diungkapkan oleh teknik observasi. 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Dalam memecahkan masalah, langkah yang penting adalah 
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menentukan populasi karena menjadi sumber data sekaligus sebagai objek 
penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. (Yunus 
Hadi Sabari, 2010;260). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 
masyarakat  di PerumahanBumiLappa 
MasKeluarahLappaKecamatanSinjai Utara. 
2. Sampel 
Sampel adalah objek-objek atau bagian dari populasi yang akan 
diteliti dan dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakter 
populasi. (Yunus Hadi Sabari 2010;269). 
Cara pengambilan sampel untuk sampel responden masyarakat 
sekitar menggunakan teknik purposive sampling  yang ditemukan dengan 
random sampling. Sesuai dengan namanya, purposive sampling diambil 
dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil 
sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan tujuan 
dan perencanaan tertentu.  
Responden yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
masyarakat di PerumahanBumiLappa Mas . Karena populasi dalam 
penelitian ini sangat banyak, maka diambil beberapa sampel untuk 
mewakili populasi tersebut.  
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Pada lokasi penelitian penulis akan meneliti dengan menentukan 
responden dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibuat.  
Adapun untuk menentukan besar sampel yang dipilih, penulis 
menggunakan rumus Slovin (1960) yang terdapat dalam metode penelitian 





  Keterangan :  
  n = ukuran sampel  
  N = ukuran populasi 
  e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan  
Rumus ini digunakan karena jumlah sampel cukup besar ( n = 30 
atau lebih ). (Koentjaningrat, 1993).  
Untuk penelitian ini nilai kritis yang digunakan adalah 10% 









     =  80 = 80 sampel 
Sampel yang diambil sebanyak 80 KK, hasil ini didapat dengan 
cara nilai kepercayaan 95%, sehingga probabilitasnya n = 0,95 dan nilai 
kesalahannya 0,1. Dari 80 responden maka dilakukan penunjukan dengan 
melihat kriteria-kriteria yang telah dibuat. Berikut merupakan tabel 






F. Teknik Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dilakukan melalui survey data sekunder dan 
survey data primer yang berupa : 
1) Observasi yaitu pengambilan data melalui pengamatan pada wilayah 
penelitian. Data tersebut dapat berupa kondisi fisik kawasan  dan 
lingkungan sekitarnya.  
2) Pendataan instansi yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna 
mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian. 
3) Studi Dokumentasi yaitu Dokumentasi dalam pengumpulan data 
dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan 
mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat dilokasi 
penelitian maupun diistansi yang berhubungan dengan penelitian 
4) Wawancara yaitu, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam 
(In depth Interview) terhadap masyarakat dengan menggunakan pedoman 
wawancarayang telah di susun pada buku catatan dan lembar observasi. 
G. Metode Analisis 
Untukmenganalisis data yang 
didapatkandalampenelitianinimakametode yang 
digunakanadalahanalisiskualitatifdananalisiskuantitatif; 
Analisa deskriptif-kualitatif  yakni analisa data yang bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan wilayah pengamatan atau sesuai data yang diperoleh 
79 
 
yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, penguraian 
dan gambar. 
a. Metode Kuantitatif yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan 
untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang 







  (Warpani, 1984 : 35) 
Keterangan     r     =   Nilai korelasi 
  X    =   Variabel tetap 
  Yn  =   Variabel bebas 






Sumber : http://eprints.undip.ac.id/6608/1/Korelasi_Product_Moment.pdf.   
 Dengan asumsi : 
a. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel 
sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali  
b. Jika r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan kedua variabel sangat 
kuat dan positif. 
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c. Jika r = -1 atau mendekati –1, maka hubungan antara kedua variabel 
sangat kuat dan negative. 
H. Variabel Penelitian 
  Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa 
yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam 
proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin 
sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang 
digunakan. 
 Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain : 
  VariabelTerikat (Y)  = MinatMasyarakat 
  VariabelBebas (X)  =   
a. X1 = KondisiPrasarana 
b. X2 = FasilitasPenunjang 
c. X3 = Aksebilitas 
d. X4 = HargaJual 
e. X5 = Kenyamanan 
f. X6 = Keamanan 
I. Defenisi Operasional 
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1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, 
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 
2. Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari 
kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya 
interaksi sosial diantara penghuninya,  serta dilengkapi prasarana sosial, 
 ekonomi,  budaya,  dan pelayanan  yang merupakan subsistem dari kota 
secara keseluruhan. 
3. Faktor fisik mencakup letak akan posisi Perumahan Bumi Lappa Mas di 
Kecamatan Sinjai Utara, luas wilayah. 
4. Faktor sosial adalah keadaan penduduk yang ada diwilayah  Kelurahan 
Lappa, yaitu jumlah penduduk di bagi luas wilayah, dan laju pertumbuhan 
penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk rata-rata dan interval waktu 
tertentu. 
5. Aspek transportasi : 
a. Ketersediaan angkutan umum 
b. Ketersediaan jaringan jalan 
c. Pola jaringan jalan (bercabang dan sirkuit) 
6. Utilitas adalah fasilitas atau bangunan berupa pipa saluran air minum 







HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupate Sinjai 
1. Letak Geografis dan Administratif 
 Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumberdaya alam yang cukup 
menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif 
luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2’ 56” - 50 21’ 16” Lintang 
Selatan (LS) dan antara 1190 56’ 30” - 1200 25’ 33” Bujur Timur (BT),dengan 
luas wilayah sekitar 87.011 Ha, yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:  
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;  
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;  
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan  
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.  
Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) 
kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten Sinjai 
terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota 
Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.  
Dalam tinjauan pembagian daerah administratif, wilayah Kabupaten 
Sinjai terdiri atas sembilan kecamatan yakni Kecamatan Sinjai Barat, 
Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, 
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Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, 
Bulupoddo, dan Pulau Sembilan. Untuk lebih jelasnya pembagian daerah 
administratif wilayah Kabupaten Sinjai beserta luasnya dapat dilihat pada tabel 
1 berikut; 
Tabel 1 
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan 








1 Sinjai Barat 13,553 100,00 
2 Sinjai Borong 6,697 100,00 
3 Sinjai Sealatan 13,199 100,00 
4 Tellu Limpoe 14,730 100,00 
5 Sinjai Timur 7,188 100,00 
6 Sinjai Tengah 12,970 100,00 
7 Sinjai Utara 2,957 100,00 
8 Bulupoddo 9,947 100,00 
9 Pulau sembilan 7,55 100,00 
Total 836,221 100,00 
Sumber:Kabupaten Sinjai dalam Angka 2015  
 
 Berdasarkan tabel dan diagram diatas, bahwa Tellu Limpoe 
merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Sinjai yaitu 14,730 km2  dari 
luas Kabupaten sinjai. Sedangakan Pulau sembilan termasuk kecamatan yang 
memiliki luas wilayah terendah yaitu 755 km2 dari luas keseluruhan 
Kabupaten Sinjai 
2. Penggunaan Lahan 
Sumberdaya lahan di Kabupaten Sinjai terbagi atas kegiatan perkotaan, 
perdesaaan, kegiatan pertanian/ perkebunan dan pariwisata. Untuk kegiatan 
perkotaan di Kabupaten Sinjai merupakan pusat-pusat kegiatan  yang  
84 
 
memberi pengaruh  sangat  besar pada  kegiatan-kegiatan lain di sepanjang 
jalur utama. Kegiatan  perkotaan di Kabupaten Sinjai ini hanya terdiri dari 
Pusat Kegiatan Lokal di Sinjai Utara, kegiatan perdesaaan di sepanjang jalur 
utama pada Kabupaten Sinjai ini adalah pusat-pusat permukiman lainnya 
yang masih mencirikan sebuah masyarakat perdesaan. Kegiatan pertanian/ 
perkebunan hampir menempati sebagian besar lahan yang ada di jalur utama 
di luar kegiatan sepanjang perkotaan dan perdesaan. Kegiatan pertanian 
berupa persawahan yang terdapat dihampir di seluruh wilayah kecamatan di 
Kabupaten Sinjai, sedangkan kegiatan pertanian lahan kering terdapat di 
Kecamatan Sinjai tengah, Sinjai Selatan dan Tellu Limpoe. Adapun 
penggunaan lahan di Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut : 
Tabel 2. Penggunaan Lahan Kabupaten Sinjai Tahun 2015 










































JUMLAH TOTAL 87.011 100,00 






Tabel 3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Sinjai 
No Rencana pola ruang Luas (ha) 
1 Hutan Lindung 10260 
2 Hutan Produksi Terbatas 7259 
3 Kawasan Peruntukan Perikanan 782 
4 Kawasan Peruntukan Perkebunan 7233 
5 KawasanPeruntukan Permukiman 3628 
6 Kawasan Peruntukan Pertanian 52220 
7 Kepulauan Sembilan 201 
8 Sempadan Pantai 235 
9 Sempadan Sungai 3751 
10 Taman Hutan Raya 773 
Jumlah 87.011 
 Sumber : RTRW Kabupaten Sinjai 
3. Kependudukan  
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks 
perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk 
pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu 
wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan 
alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu 
perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah 
penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah 
penduduk dimasa yang akan datang. 
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Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kota di wilayah Sulawesi 
Selatan yang terus berusaha meningkatkan sumber daya manusianya. 
Dengan sumber daya manusia yang handal, tangguh, dan siap pakai 
diharapkan dapat memberi sumbangsih penting terhadap sukses tidaknya 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan 
kemasyarakatan. Dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di 
Kabupaten Sinjai pada tahun 2015 yaitu 307,110 jiwa. Berikut merupakan 
jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai.  
Tabel 4 
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
di Kabupaten Sinjai  Tahun 2015 









1 Sinjai Barat 30.833 13,553 2,274 
2 Sinjai Borong 21.328 6,697 3,184 
3 Sinjai Selatan 49.713 13,199 3,766 
4 Tellu Limpoe 42.208 14,730 2,865 
5 Sinjai Timur 38.848 7,188 5,40 
6 Sinjai Tengah 34.857 12,970 2,687 
7 Sinjai Utara 58.351 2,957 19,733 
8 Bulupoddo 21.041 9,947 2,11 
9 Pulau Sembilan 9.931 7,55 1,31 
Total 307.110 81,976 55,119 
Sumber : Kabupaten Sinjai dalam Angka 2015 
Berdasarkan tabel 4 diatas, dijelakan bahwa Kecamatan Sinjai Utara 
dengan luas daerah 2.957 km2 memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 
sebanyak 58.351 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 19.733 Jiwa/km2. 
Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada Pulau Sembilan 
yaitu 9.931 jiwa dengan luas wilayahnya 7,55 km2 sehingga kepadatan 





B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sinjai Utara 
1. Letak Geograsfis dan Administratif 
Kecamatan Sinjai Utara adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang terdapat 
di Kabupaten Sinjai. Jumlah penduduk di Kecamatan Sinjai Utara lebih kurang 
44.068 jiwa. Kecamatan Sinjai Utara ini terdiri dari 6 kelurahan yaitu : 
a) Kelurahan Alewanuae 
b) Kelurahan Biringere   
c) Kelurahan Lamatti Rilau 
d) Kelurahan Bongki 
e) Kelurahan Balangnipa 
f) Kelurahan lappa 
Di Kecamatan Sinjai Utara terdapat satu kelurahan yang terletak di 
pesisir pantai yaitu Kelurahan Lappa dimana ketinggian dari permukaan air laut 
kurang lebih 1 meter, dan luas 3,95 (km2) dengan jarak 3 kilometer (Km) dari 
Ibu Kota Kecamatan. 
Adapun 6 (Enam) Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara 
masing-masing terletak bukan pinggir pantai dimana lebih kurang 71 meter dari 
permukaan air laut. Selain itu kelurahan Balangnipa adalah salah satu tempat 
dimana pusat pemerintahan Kabupaten Sinjai, karena letak geografisnya yang 







Luas Desa, Jarak Dari Ibukota Kecamatan dan Kabupaten Serta 
Ketinggian dari Permukaan Laut 
 
NO KELURAHAN LUAS 
(km2) 













1 Alewanuae 5,35 4,5 4 ± 120 
2 Biringere 6,27 1,5 1 ±71 
3 Lamatti Rilau 7,02 5 5,5 ±126 
4 Bongki 4,81 1 1 ±71 
5 Balangnipa  2,17 0 0 ±8 
6 Lappa  3,95 3 2,5 ±1 
SINJAI UTARA 29,57 15 14 ±326 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2015 
Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Kelurahan Balangnipa 
merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu 2,17 km2, 
sedangkan Kelurahan Lamatti Rilau merupakan wilayah paling luas diantara 
kelurahan yang ada di Kecamtan Sinjai Utara dengan luas wilayah 29,57 km2. 
 
2. Kependudukan  
Dari sumber data statistik tahun 2015 terdapat 15.037 kepala keluarga 
dari enam kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Selain itu, banyaknya 
penduduk di Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 55.068 jiwa yang terdiri dari 
26.080 orang laki-laki dan sebanyak 28.988 orang kaum muda yang dirincikan 
dari setiap kelurahan.Untuk mengetahui lebih jelas atau secara terperinci dapat 





a. Kepadatan Penduduk 
Kecamatan Sinjai Utara dengan 6 kelurahan memiliki kepadatan 
penduduk masing-masing berdasarkan luas daerah dan jumlah penduduk 
masing-masing. Untuk lebih mengetahui jumlah dan kepadatan penduduk di 
















1 Alewanuae 5,35 1848 345 
2 Biringere 6,27 6454 1029 
3 Lamatti Rilau 7,02 2052 292 
4 Bongki 4,81 7793 1620 
5 Balangnipa  2,17 10001 4608 
6 Lappa  3,95 10,812 13,572 
Total 29,57 28,158 22.717 





Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk 
terbanyak terdapat di Kelurahan Lappa yaitu sebanyak 10,812 jiwa dengan 
kepadan penduduk 13,572 jiwa/km2 sedangkan Kelurahan Lamatti Rilau 
memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 2052 jiwa dengan kepadatan 
penduduk sebanyak 326 jiwa/km2. 
b. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah penduduk jenis kelamin perempuan yang ada di 
Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 76.165 jiwa sedangkan penduduk 
dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 72.310 jiwa, untuk 
mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disetiap 
kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, perhatikan tabel 7 berikut:  
 
Tabel 7 
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamtan 







Jumlah Sex Rasio 
1 Alewanuae 7.997 8.383 16.065 95,39 
2 Biringere 5.314 5.351 10.556 99,30 
3 Lamatti Rilau 5.209 5.645 10.793 92,27 
4 Bongki 5.725 6.323 11.015 90,54 
5 Balangnipa  14.028 14.041 26.824 99,90 
6 Lappa  5.061 5.480 10.775 92,35 
Total 72.310 76.165 142.308 94.93 
Sumber: Kecamatan Sinjai Uatra Dalam Angka 2015 
Pada tabel dijelaskan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin 
laki-laki lebih banyak terdapat di Kelurahan Balangnipa yaitu 14.028 jiwa 
begitupun dengan penduduk dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 
14.041 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan 
terendah adalah sebanyak 5.351 jiwa terdapat di Keluarah Biringere, 





c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Jumlah penduduk di Kecamatan Sinjai Utara berdasarkan kelompok 
umurnya di jelaskan dalam tabel 8 berikut : 
Tabel 8 
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kecamtan Sinjai 
Uatara Tahun 2014 
Kelompok 
Umur  
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
0-4 2.170 1.979 4.149 
5-9 2.378 2.178 4.556 
10-14 2.268 2.075 4.343 
15-19 3.171 3.146 6.317 
20-24 3.750 3.562 7.312 
25-29 2.623 2.485 5.108 
30-34 2.477 2.514 4.991 
35-39 2.178 2.233 4.411 
40-44 1.912 1.977 3.889 
45-49 1.858 1.856 3.714 
50-54 1.772 1.717 3.489 
55-59 1.197 1.214 2.411 
60-64 559 603 1.162 
65+ 379 379 758 
Jumlah 28.692 27.918 56.610 
Sumber: Kecamatan Sinjai utara Dalam Angka 2015 
Berdasarkan tabel 8 di atas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk paling 
banyak berada pada usia 20-24 tahun yaitu 7.312 jiwa dengan 3.750 penduduk 
jenis kelamin laki-laki dan 3.562 jiwa penduduk jenis kelamin perempuan. 
Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada usia 65+ yaitu 758 
jiwa dengan 379 jiwa penduduk jenis kelamin laki-laki dan 379 jiwa untuk 
penduduk jenis kelamin perempuan.  
C. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Lappa 
1. Letak Geografis dan Administratif 
Kelurahan Lappa merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Sinjai Utara yang memiliki luas 3,95 km2, Keluarahan Lappa 
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sendiri terdiri atas 7 lingkungan dan 15 RW , dan memiliki batas-batas wilayah 
administrasi sebagai berikut: 
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tangka/Kab.Bone 
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Timur 
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut 
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Balangnipa 
2. Kependudukan  
a. Jumlah Penduduk  
Berdasarkan data yang diperoleh dari kanror keluarahan, Keluarahan 
Lappa memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.812 jiwa dengan luas wilayah 
3,95 km2sehingga di peroleh kepadatan penduduk sebesar 13.572 km/jiwa. 
3. Penggunaan Lahan 
Penggunaan lahan di Kelurahan Lappa diklasifkasikan atas 
permukiman, Utilitas/ Fasilitas Umum dan RTH. Untuk mengetahui 
pembagian luasan penggunaan laha, perhatikan tabel berikut: 
4. Topografi 
Kondisi topografi di Kelurahan Lappa umumnya bervariasi yang terdiri 
atas tanah datar dengan kemiringan antara 0 – 2 % atau ketinggian 0 – 200 m 
dari permukaan air laut yang umumnya dapat di jangkau.  
5. Hidrologi 
Sumber air yang ada di Kelurahan Lappa berasal dari air permukaan 
dan air tanh dalam maupun air tanah dangkal serta dari PDAM setempat. 





6. Geologi dan jenis tanah 
Keadaan geologi erat kaitannya dengan potensi kandungan struktur 
batuan yang ada dalam tanah. Struktur geologi yang ada di wilayah 
Kelurahan Lappa terdiri dari aluvial yaitu berupa endapan aluvium dan 
pantai. 
D. Identifikasi Lokasi Perumahan Bumi Lappa Mas 
1. Kondisi Lokasi Perumahan 
 
Lokasi Perumahan Bumi Lappa Mas merupakan areal tambak. Kondisi 
topografinya berada pada posisi yang lebih rendah dari daerah sekitarnya atau 
berada di daerah cekungan. 
Sebelum adanya Perumahan Bumi Lappa Mas, lokasi ini diusahakan 
secara produktif oleh masyarakat setempat dengan bertambak setelah lahan 





Perumahan Bumi Lappa Mas 
 
Kondisi fisik lokasi Perumahan Bumi Lappa Mas saat ini berada pada 
posisi yang rendah. Perumahan Bumi Lappa Mas dibangun oleh PT. Mandiri 
Pratama Putra dengan type rumah yang berbeda (type 36, type 45) dengan luas 
lahan secara keseluruhan ± 12 Ha. Sedangkan jumlah unit rumah yang 
terbangun saat ini sebanyak 400 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel  berikut ini : 
Tabel 9 
Jumlah Dan Jenis Type Rumah di Peruman Bumi Lappa Mas 
Kelurahan Lappa tahun 2016 
No. Jenis Type Rumah Jumlah (unit) 
1. Type 36 833 
2. Type 45 15 
Jumlah 848 
Sumber : Kantor Pemasaran Bumi Lappa Mas 
Harga Perumahan Bumi Lappa Mas menurut masyarakat cukup 
terjangkau, sebab perumahan Bumi Lappa Mas merupakan perumahan 
bersubsidi, untuk harga untuk type 36 ialah Rp.122.000.000,00 dan masuk 
sebagai syarat perumahan bersubsidi, sedangkan untuk type 45 ialah 
Rp.200.000.000,00 dan merupakan perumahan Non-Subsidi. 
2. Aspek Aksesibilitas 
Fasilitas sosial merupakan salah satu faktor penarik untuk bermukim di 
sekitarnya serta tersedianya kemudahan-kemudahan yang ada di lokasi 
tersebut sehingga pengembang terdorong untuk membangun di sekitar lokasi 
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tersebut. Selain itu, juga dapat mempermudah menjangkau lokasi tersebut 
demi untuk memenuhi kebutuhan. Fasilitas yang dimaksud disini adalah 
Pusat Niaga Daya, Terminal Regional. 
Pasar, terminal, dan industri merupakan hal yang menjadi pertimbangan 
dalam membangun suatu perumahan. Disamping itu merupakan faktor bagi 
seseorang yang akan menempati suatu perumahan. 
E. Tinjauan Terhadap Kebijakan Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Sinjai 
1. Rencana Tata Ruang Wilayah 
Rencana tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang 
disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hirarki terdiri 
atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten/Kota. Kedudukan fungsi dan kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Sinjai dalam hirarki rencana tata ruang (Undang-undang No. 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU. No. 16/PRT/M/2009 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten). Berikut ini skema yang memperlihatkan kedudukan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dalam hirarki tata ruang. 
2. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai  
Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai adalah 
sebagai:  
a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sinjai;  
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b.  Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai;  
c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 
Kabupaten Sinjai;  
d.  Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten Sinjai yang dilakukan 
pemerintah, masyarakat, dan swasta;  
e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten 
Sinjai; 
f.  Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan 
wilayah Kabupaten Sinjai yang meliputi penetapan peraturan zonasi, 
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan  
g. Acuan dalam administrasi pertanahan.  
3. Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai  
Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai, 
adalah untuk:  
a. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Sinjai;  
b. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Sinjai dengan 
wilayah sekitarnya; dan  
c.  Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai yang 
berkualitas.  
4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Sinjai  
Pengaturan penataan ruang merupakan upaya pembentukan landasan 
hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan 
ruang. Untuk mencapai tujuan penataan ruang, perlu dilakukan penataan 
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
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pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses 
untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana 
struktur ruang merupakan kegiatan menyusun rencana yang produknya 
menitikberatkan pada pengaturan hirarki pusat pemukiman dan pusat 
pelayanan barang dan jasa, serta keterkaitan antara pusat tersebut melalui 
sistem prasarana utama. 
F. Analisis Beberapa Pertimbangan Dalam Membangun Perumahan Bumi 
Lappa Mas 
1. Analisis Nilai Lahan 
Nilai lahan merupakan salah satu ciri daripada perkembangan suatu 
wilayah atau kawasan. Semakin tinggi perkembangan pembangunan di suatu 
wilayah atau kawasan, maka semakin tinggi pula nilai lahan yang ada pada 
daerah tersebut. Selain itu nilai lahan juga merupakan kendala utama yang sering 
dijumpai oleh para developer dalam hal mencari lokasi perumahan. Ini 
merupakan penentu tumbuh berkembangnya suatu perumahan. Namun yang 
menjadi tolak ukur yaitu lahan. Dimana semakin strategis letak lahan maka nilai 
dari lahan tersebut semakin mahal. Demikian pula sebaliknya semakin jauh dari 
pusat kota maka nilainya semakin rendah. 
G. Karaktersistik Responden Penelitian  
1. Umur Responden  
Umur responden merupakan salah satu hal yang penting untuk  
pertimbangan peneliti dalam menentukan responden. Umur responden dalam 
penelitian ini sangat beragam, mulai dari umur 25-60 tahun, seperti yang 





Distribusi Frekuensi Usia Responden 
No Umur Responden Frekuensi Presentase 
1 25-30 32 40 
2 31-40 21 26.25 
3 41-50 16 20 
4 51-60 11 13.75 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil Analisis 2016 
Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa frekuensi umur 25-30 tahun 
memiliki jumlah paling banyak yaitu sebanyak 32 responden atau 40 % 
sedangkan jumlah responden berdasarkan umur yang paling sedikit adalah 
umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau 13.75 %.   
2. Pekerjaan Responden 
Pekerjaan masyarakat di Perumahan bumi Lappa mas sangat beragam, 
berikut jenis pekerjaan yang menjadi responden dalam penelitian. 
 
Tabel 11 
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden  
No Jenis Pekerjaan Frekuensi Presentase 
1 PNS dan Honorer 26 32.5 
2 Pedagang 13 16.25 
3 IRT 15 18.75 
4 Nelayan 17 21.25 
5 Lainnya 9 11.25 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil Analisis 2016 
Berdasarakan tabel diatas, dijelaskan bahwa masyarakat yang berprofesi 
sebagai PNS/Honorer adalah sebanyak 26 orang atau 32.5 % sedangkan 
untuk pekerja sebagai karyawan hanya 9 orang responden atau11.25 %.  
3. Jenis Kelamin Responden 
Jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya, sebagai berikut: 
Tabel 12 
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 
No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
99 
 
1 Laki-Laki 31 38.75 
2 Perempuan 49 61.25 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil Analisis 2016 
Berdasarkan tabel 12 diatas, jumlah responden dengan jenis kelamin 
laki-laki lebih sedikit yaitu sebanyak 31 orang sedangkan responden dengan 
jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 49 orang.  
H. Deskripsi Variabel Penelitian  
1. Variabel Terikat Y = Minat Masyarakat 
Tabel 13 
Tanggapan Responden Tentang Minat Perumahan 
No Minat Masyarakat Frekuensi Presentase 
1 Baik 50 62.5 
2 Sedang 30 37.5 
3 Buruk - - 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
2. Variabel Bebas X 
a. Kondisi Prasarana(X1) 
Kondisi prasarana Perumahan menjadi variabel dalam penelitian ini 
untuk mengetahui seberapa besar minat masyarak terhadap kondisi prasarana 
perumahan. Adapun frekuensi dari variabel jarak sebagai berikut: : 
Tabel 14 




1 Baik 42 52.5 
2 Buruk  22 27.5 
3 Sedang 17 20 
Jumlah 80 100 
  Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa, jumlah responden Baik 
memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu 42 orang responden sedangkan 
yang paling sedikit yakni 17 orang responden dengan jarak. Menurut beberapa 
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respoden, dari kondisi prasarana perumahan yang cukup baik bagi mereka yang 
memang suka tinggal di perumahan tersebut, namun beberapa responden juga 
berpendapat bahwa kondisi prasrana perumahan yang masih kurang 
baik/sedang 
b. Fasilitas Penunjang (X2) 
Fasilitas Penunjang dari Perumahan Bumi Lappa Mas, yang di 
dimakasud dari fasilatas penunjang adalah (RTH, dan fasilitas Perdagangan). 
Setelah melakukan survey lapangan, maka frekunsi yang diperoleh pada setiap 
fasilitas Penunjang adalah sebagai berikut:  
Tabel 15 





1 Baik 28 35 
2 Buruk  36 45 
3 Sedang 16 20 
Jumlah 80 100 
 
Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
Berdasarkan tabel 15 diatas, dijelaskan bahwa fasilitas penunjang 
yang ada di perumahan tersebut  yang memilih buruk  adalah 36 orang dan 
merupakan jumlah paling banyak. Hal tersebut terjadi karena masih 
kurangnya fasilitas yang ada di perumahan ini. Sedangkan yang terendah 
dengan jumlah frekuensi 16 orang adalah yang yang memilih sedang. 
c. Aksebilitas (Y3) 
Aksebilitas Perumahan terhadap pusat perkotaan (Pasar, pendidikan) 
bisa saja menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh para konsumen, 
berikut merupakan penggolongan Aksebilitas beserta frekuensi nya di 






Tanggapa Responden Tentang Aksebilitas Perumahan 
No Kondisi Prasarana Frekuensi Presentase 
1 Baik 43 53.75 
2 Buruk  10 12.5 
3 Sedang 27 33.75 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
Berdasarkan data tabel diatas, bahwa frekuensi dengan aksebilitas 
baik adalah 43 responden dimana yang dimaksud dengan aksebilitas baik 
disini adalah akses masyarakat agar terjangkau dari pusat perkotaan, 
perdagangan dan pendidikan. Sedangkan untuk frekuensi terendah adalah 10 
responden dengan aksebilitasburuk, dimana menurut responden yang 
bersangkutan bahwa, aksebilitas perumhan yang sering responden kunjungi 
berbeda dengan konsumen berbeda dengan masyarakat lainnya.  
d. Harga Jual(Y4) 
Harga jual perumahan terhadap minat beli masyarakat h 
terjangkau, berikut merupakan penggolongan Aksebilitas beserta frekuensi 
nya di Perumahan Bumi Lappa Mas.  
 
Tabel 17 




1 Tinggi 25 31.25 
2 Sedang 55 68.75 
Jumlah 80 100 
Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
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 Dari tabel diatas dijelaskan bahwa masyarakat  berpendapat bahwa 
harga jual perumahan sedang atau masih terjangkau oleh masyarakat  
dengan frekuensi55 di bandingkan dengan masyarakt yang berpendapat 
bahwa harga jual perumahantinggi, dimana frekuensi responden yang 
perpendapat harga jual perumahan tinggi adalah sebanyak 25 responden. 
Menurut hasil wawancara dengan beberapa responden bahwa harga 
Perumahan bisa menjadi murah karena perumahan Bumi Lappa Masa 
merupakan perumahan bersubsidi. 
e. Kenyamanan(Y5) 
Kenyamanan dalam memilih tempat tinggal merupakann suatu hal 
yang sangat penting. Kenyamanan dalam suatu perumahan bisa saja menjadi 
penarik konsumen, berikut merupakan frekuensi responden berdasarkan 
Kenyamanandalam suatu Perumahan. 
Tabel 18 




1 Baik 34 42.5 
2 Buruk  13 16.25 
3 Sedang 33 41.25 
Jumlah 80 100 
 
 Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
Berdasarkan data tabel diatas bahwa responden yang memilih 
kenyamanan perumahan baik adalah sebanyak 44 responden dari 80 
responden sedangkan yang memilih kenyamanan perumahan buruk 
sebanyak 13 responden, dan yang memilih kenyamanan perumahan sedang 
sebanyak 33 responden. Dimana masing-masing mereka yang memiliki 




Keamanan dalam suatu perumahan dalam memilih tempat tinggal 
merupakann suatu hal yang sangat penting. Keamanan dalam suatu 
perumahan bisa saja menjadi penarik konsumen, berikut merupakan 
frekuensi responden berdasarkan Kenyamanan dalam suatu Perumahan. 
Tabel 19 




1 Baik 36 45 
2 Buruk  15 18.75 
3 Sedang 29 36.25 
Jumlah 80 100 
 
Sumber : Hasil pengolahan, data kuesioner 2016 
Berdasarkan data tabel diatas bahwa responden yang memilih 
keamanan perumahan baik adalah sebanyak 36 responden dari 80 
responden sedangkan yang memilih keamanan perumahan buruk 
sebanyak 15 responden, dan yang memilih keamanan perumahan sedang 
sebanyak 29 responden. Dimana masing-masing mereka yang memiliki 
pilihan berbeda juga memiliki alasan atau pendapat yang berbeda-beda. 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden bahwa  
I. Analisis Penerapan Metodedan Uji Korelasi  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa daya minat masyarakatdalam 
memilih Perumahan Bumi Lappa Massebagai tempat tinggal sebab perumahan 
tersebut adalah perumahan bersubsidi sehingga harga dari perumahan ini masih 
bisa di jangkau oleh masyarakat. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat 
untuk lebih memilih tinggal di perumahan dibanding dengan bukan perumahan. 




Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui kondisi prasarana 
perumahan harus diprioritaskan mengingat kondisi prasarana bepengaruh 
langsung terhadapn kepuasan masyarakat. Semakin baik kondisi prasarana suatu 
perumahan maka semakin tinggi pula minat msyarakat. Dalam penelitian ini di 
gunakan skala likert 1-3 untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala 
likert ; 
 Skor 3. Baik 
 Skor 2. Sedang 
 Skor 1. Buruk 
 Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh kondisi prasarana terhadap minat masyarakat di Perumahan Bumi 
Lappa Mas. 
Diketahui : 
N             = 80  N* Ʃ x² = 37840 
N*Ʃ YX   = 40720 (Ʃ x1)²  = 33489 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 38613  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 4351 


























Berdasarkan dari hasil perhitungan korelasi diatas menunjukkan bahwa 
r = 0,83 berada pada interval 0,8-1 yakni variabelKondisi prasarana berpengaruh 
sangat kuat terhadap minat mayarakat, dimana r mendekati nilai 1. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien yang positif, maka 
hubungan antara variable X2 yakni kondisi prasarana terhadap variable Y yaitu 
minat masyarakat memiliki hubungan yang positif. 
2. Korelasi Fasilitas Penunjang Terhadap Minat Masyarakat 
Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui fasilitas penunjang 
perumahan harus diprioritaskan mengingat kondisi prasarana bepengaruh 
langsung terhadap kepuasan masyarakat. Semakin baik fasilitas peninjang suatu 
perumahan maka semakin tinggi pula minat msyarakat. Dalam penelitian ini di 
gunakan skala likert 1-3 untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala 
likert ; 
 Skor 3. Baik 
 Skor 2. Sedang 
Skor 1. Buruk 
Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 





N             = 80  N* Ʃ x² = 32720 
N*Ʃ YX   = 37200 (Ʃ x1)²  = 29241 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 36081  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 3479 
N*Ʃ xy-Ʃ y.Ʃ y    = 1119  N*Ʃ y²- (Ʃ y)² *N*(Ʃ y)² = 5145441 
  N*Ʃ y² = 46000 
  (Ʃ y²)  = 44521 

























Berdasarkan dari hasil perhitungan korelasi diatas menunjukkan bahwa r 
= 0,49 berada pada interval 0,4-0,5 yakni variabelFasilitas penunjang 
berpengaruh cukup  kuat terhadap minat mayarakat, dimana nilai r mendekati 
nilai 1. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien yang positif, maka 
hubungan antara variable X2  yaknifasilitas penunjang terhadap variable Y yaitu 
minat masyarakat memiliki hubungan yang positif. 
3.Korelasi Aksebilitas Terhadap Minat Masyarakat  
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Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui aksebilitas perumahan 
harus diprioritaskan mengingat kondisi prasarana bepengaruh langsung terhadap 
kepuasan masyarakat. Semakin baik aksebilitas suatu perumahan maka semakin 
tinggi pula minat msyarakat. Dalam penelitian ini di gunakan skala likert 1-3 
untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala likert ; 
 Skor 3. Baik 
 Skor 2. Sedang 
Skor 1. Buruk 
Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh aksebilitas terhadap minat masyarakat di Perumahan Bumi Lappa 
Mas. 
Diketahui : 
N             = 80  N* Ʃ x² = 40400 
N*Ʃ YX   =41760 (Ʃ x1)²  = 37249 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 40916  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 3151 
N*Ʃ xy-Ʃ y.Ʃ y      = 844 N*Ʃ y²- (Ʃ y)² *N*(Ʃ y)² = 4587856 
  N*Ʃ y² = 46000 
  (Ʃ y²)  = 44944 





















Berdasarkan dari hasil perhitungan korelasi diatas menunjukkan bahwa 
r = 0,39berada pada interval 0,20-0,39 yakni variabelaksebilitas  berpengaruh 
lemah terhadap minat mayarakat, dimana nilai r mendekati 0. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien tidak terdapat 
hubungan sama sekali  maka hubungan antara variable X2 yakni aksebilitas 
terhadap variable Y yaitu minat masyarakat memiliki hubungan yang lemah. 
4.Korelasi Harga Jual terhadap Minat Masyarakat 
Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui harga jual perumahan 
harus diprioritaskan mengingat harga jual suatu perumahan bepengaruh 
langsung terhadap minat masyarakat. Dalam penelitian ini di gunakan skala 
likert 2-3 untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala likert ; 
 Skor 3. Tinggi 
 Skor 2. Sedang 
Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh harga jual terhadap minat masyarakat di Perumahan Bumi Lappa Mas. 
Diketahui : 
N             = 80  N* Ʃ x² = 35600 
N*Ʃ YX   = 39760 (Ʃ x1)²  = 34225 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 39220  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 1375 
N*Ʃ xy-Ʃ y.Ʃ y      = 844 N*Ʃ y²- (Ʃ y)² *N*(Ʃ y)² = 2002000 
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  N*Ʃ y² = 46400 
  (Ʃ y²)  = 44944 
























Berdasarkan dari hasil perhitungan korelasi diatas menunjukkan bahwa r 
= 0,38, berada pada interval 0,20-0,39 yakni variabelharga jual berpengaruh 
lemah terhadap minat mayarakat, dimana r mendekati nilai 0. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien yang lemah, maka 
hubungan antara variable X2  yakni harga jual terhadap variable Y yaitu minat 
masyarakat tidak memiliki hubungan sama sekali. 
5. Korelasi Kenyamananterhadap Minat Masyarakat 
Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui kenyamanan masyarakat 
harus diprioritaskan mengingat kenyamanan perumahan bepengaruh langsung 
terhadap kepuasan masyarakat. Semakin baik kenyamanan suatu perumahan 
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maka semakin tinggi pula minat msyarakat. Dalam penelitian ini di gunakan 
skala likert 1-3 untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala likert ; 
 Skor 3. Baik 
 Skor 2. Sedang 
Skor 1. Buruk 
Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh kenyamanan terhadap minat masyarakat di Perumahan Bumi Lappa 
Mas. 
Diketahui : 
N             = 80  N* Ʃ x² = 36080 
N*Ʃ YX   = 40320 (Ʃ x1)²  = 32761 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 38915  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 3319 
N*Ʃ xy-Ʃ y.Ʃ y      = 1405  N*Ʃ y²- (Ʃ y)² *N*(Ʃ y)² = 4563626 
  N*Ʃ y² = 47600 
  (Ʃ y²)  = 46225 

























                    = 0,65 
Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa pengaruh KenyamananTerhadap 
Daya Minat Masyrakat menunjukkan r = 0.65berada pada interval 0,60-
0,79yakni variabelkenyamanan berpengaruh kuat terhadap minat mayarakat, 
dimana r mendekati nilai 1. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien yang positif, maka 
hubungan antara variable X2 yakni kenyamananterhadap variable Y yaitu minat 
masyarakat memiliki hubungan yang positif. 
6. Korelasi Keamanan terhadap Minat Masyarakat 
Dalam sebuah perumahan, untuk mengetahui keamanan perumahan 
harus diprioritaskan mengingat keamanan perumahan bepengaruh langsung 
terhadap kepuasan masyarakat. Semakin baik keamanan suatu perumahan maka 
semakin tinggi pula minat msyarakat. Dalam penelitian ini di gunakan skala 
likert 1-3 untuk pemberian skor setiap jawaban berdasarkan skala likert ; 
 Skor 3. Baik 
 Skor 2. Sedang 
Skor 1. Buruk 
Pemberian skor terhadap hasil kuisioner dapat dilihat pada lampiran 3, 
berikut merupakan hasil perhitungan korelasi untuk mengetahui seberapa besar 





N             = 80  N* Ʃ x² = 36400 
N*Ʃ YX   = 40720 (Ʃ x1)²  = 32761 
Ʃ YX  .Ʃ Y             = 39096  N*Ʃ x1²- (Ʃ x1)²   = 3639 
N*Ʃ xy-Ʃ y.Ʃ y      = 1624  N*Ʃ y²- (Ʃ y)² *N*(Ʃ y)² = 4890816 
N*Ʃ y² = 48000 
  (Ʃ y²)  = 46656 






















    =0,73 
Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa pengaruh keamanan Terhadap 
Daya Minat Masyrakat menunjukkan r = 0.73berada pada interval 0,60-0,79 
yakni variabelkeamanan berpengaruh sangat kuat terhadap minat mayarakat, 
dimana r mendekati nilai 1. 
Dalam perhitungan di peroleh bahwa angka koefisien yang positif, maka 
hubungan antara variable X2 yakni keamanan terhadapa variable Y yaitu minat 
masyarakat memiliki hubungan yang positif. 
J. Tinjau Islam TentangMinat Masyarakat Terhadap Perumahan 
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Sebagai makhluk social , rumah merupakan salah satu kebutuhan 
manusia setelah pangan dan sandang. Factor sempitnya lahan dalam 
pembangunan rumah dan minat masyarakat untuk membeli rumah murah 
menjadi suatu alternatif yang dipilih untuk membeli secara angusan dan cicilan. 
Pemilihan perumahan atas dasar minat masyarakat ini dapat 
memudahkan dalam mendapatkan antar penghuni perumahan untuk melakukan 
kegiatan religius maupun memudahkan dalam mendapatkan sarana dan 
prasarana ibadah. 
Kriteria ideal ruang rumah tinggal islam, yakni ; 
1. Rumah yang dipakai untuk tempat tginggal dengan aman dan nyaman 
2. Rumah yang selalu bersih, sehat dan suci 
3. Rumah yang mendukung tugas-tugas pokok ilmu dan ibadah 
4. Rumah yang mendukung penjagaan 
5. Rumah yang dipersiapkan untuk menerima tamu 
6. Rumah yang mendukung penjagaan aurat, rahasia, privasi invidu serta 
keluarga 
7. Rumah yang mendukung suasana ingatan kepada Allah 
8. Rumah yang mendukung terlaksannya seluruh aktivitas islam 
(religious) dirumah. 
Minat masyarakat terhadap perumahan juga dapat dilihat dari factor 
lingkungan, dimana lingkungan merupakan hal yang penting bagi kenyamanan 
hidup masyarakat. Dimana bias mnedapat kenyaman fisik, mendapat 
kenyamanan ibadah, memberikan rasa aman dan damai secara personal, dan 
keamanan dalam bersosialisasi diluar rumah merupakan hal uatama bagi 
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masyarakat terkait alasan ketertarikan mereka pada perumahan. Hal ini karena 
kenyamanan lahir dan batin merupakan hal yang poenting bagi masyarakat. 
Selain itu, menambah iman dan taqwa, meningkatkan iklim keislaman 
dalam beribadah, dan alasan yang kaitannya pada keluarga adalah meberikan 
dampak positif bagi keluarga merupakan nilai tambah bagi masyarakat terkait 
alasan ketertarikan mereka terhadap perumhan.  
Adapun Konsep Perancangan Islam menurut Noe’man (2003),adalah 
bahwa nilai-nilai Islami yang diacu dalam perancangan bangunanarsitektur 
mengandung unsur-unsur rahmatan lil alamin, berkiblat, beraturan,efisien, 
keindahan dalam kesederhanaan, silaturrahim, bersih, sehat, nyaman,dan 
berkelanjutan (sustainabel). Sebagai contoh, rumah tinggal merupakan 
salahsatu produk bangunan yang membutuhkan, antara lain material sumber 
daya danenergi alam. Konsep yang mempertahankan sumber daya alam agar 
bertahanlebih lama dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan 
lingkunganekologis manusia itu merupakan konsep arsitektur berkelanjutan 
atau sustainable. arsitektur (Probo H, 2007). 
Konsep desain permukiman Islam, antara lain dikemukakan oleh 
Hakim(1988), yaitu tentang aturan elemen-elemen eksterior dan interior pada 
rumahtinggal dan elemen pembentuk permukiman muslim. Hal-hal yang 
diaturtermasuk posisi jalan terhadap rumah, lorong pada permukiman, dan 
tinggibukaan pada jendela yang menghadap ke jalan, yang memperhatikan 
aturanIslam, terutama bertujuan untuk melindungi privasi tuan rumah 
(terutamaperlindungan untuk wanita muslim). Hakim (1988) menambahkan 
bahwa padaprinsipnya rumah adalah aurat sehingga segala sesuatu yang ada di 
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dalamrumah jangan sampai terlihat jelas dari luar. Hal ini terlihat dari aturan 
bukaanjendela yang menghadap ke jalan, yang posisi bukaannya berada di atas 
kepalamanusia yang sedang berjalan di luar. Dengan posisi lantai rumah yang 
lebihtinggi dari jalan, orang-orang di dalam rumah dapat melihat ke luar, tetapi 
orangdi luar tidak dapat melihat ke dalam rumah.Konsep desain permukiman 
Islam juga dikemukakan oleh Mortada (2003),bahwa desain rumah tinggal dan 
permukiman di Arab bervariasi, antara rumahtinggal untuk keluarga kecil dan 
rumah tinggal untuk keluarga besar, yangdizoningkan berdasarkan aktivitas 
kegiatan untuk tiap lantainya. Pada lantaipaling bawah, digunakan untuk 
kegiatan publik, seperti menerima tamu laki-lakisehingga semakin keatas, sifat 
kegiatan yang dilakukan di dalamnya semakinpribadi. 
Salah satu contoh permukiman berkonsep desain arsitektur Islam 
dilihatdari bangunan dan lingkungan kehidupannya adalah Perumahan Bukit 
Az ZikraSentul, yang dikembangkan oleh PT Cigede Griya Permai. Pada 
permukimantersebut diterapkan tata pergaulan dan kehidupan yang Islami. 
Terdapat masjid,hotel berkonsep syariah, Islamic center, pondok pesantren, 
dan sport center. 
Misalnya, pada fasilitas sport center penghuni laki-laki dipisahkan dari 
penghuniwanita ketika melakukan olahraga. Penerapan program Islami pada 
tata hidupdan aktivitas penghuninya dilakukan dengan program harian, pekan, 
bulanan,dan tahunan.  
Nilai-nilai keislaman yang dimaksud dibatasi pada arahan Alquran 
danHadis tentang aktivitas yang berkaitan dengan rumah tinggal, sedangkan 
ruangadalah wadah dari semua aktivitas tersebut. Keyakinan akan ajaran 
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Alquran danHadis menimbulkan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam yang 
diwujudkan 
dalam perilaku sehari-hari berupa kegiatan. Kegiatan dalam rumah tinggal ini 
memerlukan pewadahan berupa ruang-ruang yang berfungsi sesuai kegiatan 
tersebut. Kegiatan yang bersifat Islam menjadikan ruang yang terbentuk bernilai 
islami. 
Ustad Muhamad Ghozali, MA, menjelaskan, meskipun Rasulullah SAW 
sendiri tidak memberikan contoh dalam mendesain rumah, tapi dari sunah yang 
ada, hendaknya hal itu dijadikan acuan atau pegangan Muslim dalam membuat 
dan mendesain sebuah rumah. Di antara hal yang harus diperhatikan adalah, 
1. Dianjurkan bagi Seorang Muslim untuk Mencari Rumah atau Membangun 
Rumah yang Dekat dengan Masjid. 
“Hal ini dimaksudkan agar memudahkan baginya untuk menunaikan salat 
berjamaah dan ibadah yang lainnya di Masjid. Walaupun yang lebih utama 
adalah jauh dari Masjid, karena setiap langkahnya akan dihitung pahala. 
Tapi, karena mengingat lemahnya iman pada umat Islam dan pengaruh 
lingkungan yang banyak sekali kemaksiatan pada zaman sekarang, dekat 
dengan Masjid lebih utama untuk menjaga diri dan keimanan seseorang. 
Wallahu a’lam bisshawab,” kata Ustad Ghozali kepada Aktual.com, di 
Jakarta, Rabu (16/03). 
2. Mencari Rumah atau Membangun Rumah yang Jauh dari Lingkungan 
Maksiat dan Tetangga yang buruk. 
Lingkungan yang dekat dengan kemaksiatan atau tetangga yang buruk 
memiliki pengaruh yang luar biasa pada sebuah keluarga. Sebagaimana 
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kisah yang panjang, yaitu kisah perjalanan taubatnya seseorang yang telah 
membunuh 100 orang, padanya disebutkan, 
 اَﺬَﻛَو اَﺬَﻛ ِضَْرأ ﻰَِﻟإ ِْﻖﻠَﻄِْﻧا,  َﷲ َنْوُُﺪﺒَْﻌﯾ ﺎًﺳﺎَُﻧأ ﺎَِﮭﺑ ﱠِنَﺈﻓ,  َﻚِﺿَْرأ ﻰَِﻟإ ْﻊِﺟَْﺮﺗ َﻻَو ُْﻢﮭَﻌَﻣ َﷲ ُِﺪﺒْﻋﺎَﻓ,  ٍءْﻮُﺳ ُضَْرأ ﺎَﮭﱠِﻧَﺈﻓ 
Tejemahannya, “Pergilah Engkau ke sebuah negeri seperti ini dan seperti ini 
(yang disifatkan padanya negeri tersebut), karena sesungguhnya di dalamnya 
terdapat kaum yang beribadah kepada Allah Ta’ala, beribadahlah bersama 
mereka dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negri yang 
jelek (banyak kemaksiatannya).”(HR. Muttafaqun ‘alaih). 
3. Memperhatikan hal-hal yang Mendukung Kesehatan pada Sebuah Rumah. 
“Di antaranya dengan menjauhi membangun rumah di tempat-tempat yang 
kotor, seperti dekat tempat-tempat pembuangan sampah, dekat genangan-
genangan air, dan sebagainya. Karena kebersihan dan kesucian adalah 
sebagian dari iman, maka wajib bagi seorang Muslim untuk memperhatikan 
kebersihan dan kesucian tempat tinggalnya, lingkungannya, serta dirinya, 
karena lingkungan juga menunjukkan pribadi si penghuninya.” 
Zhahir dari sesuatu adalah cerminan bagi batinnya. Dari Abu Malik Al-
Asy’ariy radhiallahu’anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
نﺎَﻤﯾِﻹا ُﺮْﻄَﺷ ُرُﻮّﮭﻄﻟا 
Terjemahnya, “Kesucian adalah sebagian dari iman.”(HR. Muslim) 
“Sebagaimana makanan, lingkunganpun bisa mempengaruhi tabi’at 
manusia, dimana disyari’atkan untuk tidak makan daging hewan yang 
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kebiasaannya memakan kotoran sebelum dikurung atau dikarantina tiga hari 
atau lebih, atau kita dilarang untuk memakan hewan yang bertaring karena 
ditakutkan tabi’at hewan tersebut akan ditiru oleh pemakannya, karena 




4. Jauhkan hal-hal Syirik. 
“Memang sebagian dari masyarakat Indonesia masih percaya tentang hari 
baik untuk pindah rumah berdasarkan Primbon (kitab rujukan tentang 
kehidupan sehari-hari yang tidak ada landasannya dalam Islam, red). Seperti 
misalnya, pindahan pada hari Jumat Kliwon itu Demang Kandhuwuran atau 
tidak baik. Padahal, Jumat adalah hari yang baik menurut Islam. Tidak ada 
hari yang buruk. Karena itu, jangan libatkan hal-hal syirik semacam ini 
ketika akan memilih rumah.” 
“Selain itu, ada pula kepercayaan bahwa dalam memilih rumah harus 
memerhatikan Feng Shui. Baik dari segi lokasi, arah menghadap rumah, 
hingga penempatan perabotan. Padahal, selama rumah tersebut dapat 
menutupi aurat penghuninya, kloset tidak menghadap atau membelakangi 
kiblat, dan diperoleh dari harta yang halal, Insya Allah rumah tersebut baik. 
Kita tidak perlu dan tidak boleh berpedoman pada kompas atau topografi 
Cina Kuno yang tidak ada dalilnya tersebut.” 
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5. Undanglah Malaikat Rahmat 
“Setelah memilih atau membangun rumah maka pastikan Malaikat Rahmat 
berkenan masuk ke rumah kita. Bagaimana caranya? Selain menjaga agar 
nilai-nilai ke-Islaman selalu hadir dalam aktivitas kita, jangan pelihara 
anjing dan jangan letakkan lukisan dan patung yang menyerupai makhluk 
bernyawa. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Malaikat Rahmat 
tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar.”(HR. 
Bukhari dan Muslim) 
Rasulullah SAW menegaskan ini sewaktu Beliau pulang dari bepergian, lalu 
mendapati di tengah rumah terdapat tabir bergambar. Beliau memanggil 
istrinya, Aisyah radhiallahu ‘anha dan bersabda, “Hai Aisyah ! Sekeras-
keras siksa manusia pada hari kiamat adalah yang menyaingi ciptaan Allah.” 
(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Maka Aisyah radhiallahu ‘anha pun 
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A. Kesimpulan 




pminatmasyarakatsangatbesaryakni di mana 
kondisiprasaranamenentukanminatmasyarakatuntukbetempattinggal di 


















minatmasyarakat yang tinggal di perumahantersebut. 
Dimanakondisiprasaranamerupakan yang paling berpengaruh di 
perumahanbumilappa mas, 
sehinggadayaminatmasyarakatterhadapperumahanbumilappa mas besar. 
B. Saran-Saran 
1. Untukmengembangkanpemukimanpadalahan yang belumterbangun, 





2. Pemerintah di harapkan agar 
kiranyasebelummemberikanizindalammembangunperumahandanmelakuk
anstudikelayakanterutamamasalah AMDAL. Hal 
inidilakukansupayatidakmerugikanpihakmanapun. 
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